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Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang berjudul ‚Analisis Siya>sah 
Dustu>ri>yah teerhadap kewenangan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan 
Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni 
Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi‛. Skripsi ini dibuat dan 
digunakan untuk menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana kewenangan 
Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Permenkuhman Nomor 2 Tahun 
2019 tentang penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui 
mediasi? dan Bagaimana analisis siya>sah dustu>ri>yah terhadap kewenangan 
Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 
2019 tentang penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui 
mediasi? 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 
menggunakan teknik studi pustaka dengan pendekatan perundang-undangan yang 
selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif kemudian disusun secara 
sistematis sehingga menjadi bahan hukum yang konkrit mengenai kewenangan 
Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 
2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui 
Mediasi. Selanjutnya bahan hukum tersebu dianalisis menggunakan perspektif 
teori hukum Islam yaitu siya>sah dustu>ri>yah. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan Kementerian 
Hukum dan HAM dalam upaya penyelesaian disharmoni peraturan perundang-
undangan melalui mediasi berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 
adalah bersinggungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung 
yakni dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang sesuai dengan bunyi pasal Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Serta tidak 
menghiraukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang 
memberikan kekuasaan pengujian peraturan daerah kembali kepada Mahkamah 
Agung. Sementara itu dalam siya>sah dustu>ri>yah kementerian atau wazi>r tanfi>dh 
tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara hukum dan hanya 
mengurusi hal-hal yang bersifat administratif. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas pemerintah dapat memaksimalkan 
mekanisme harmonisasi (executive review) untuk meminimalisir adanya 
disharmoni peraturan perundang-undangan dan melakukan simplifikasi peraturan 
yang tidak perlu atau bermasalah di internal kementerian/lembaga untuk 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam 
pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
Menurut John Locke Negara secara alamiah diatur oleh hukum alam yang 
harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai hukum, memberi arahan dalam 
kehidupan manusia dimana setiap orang mempunyai kebebasan dan 
persamaan, tidak seorangpun boleh mengganggu kehidupan, kemerdekaan 
atau memenjarakan orang lain.1 
Menurut Julius Stahl negara hukum memiliki empat unsur, yaitu: 
adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, 
adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (wetmatigheid van 
bestuur), dan adanya peradilan yang bebas.2 Dalam konsep negara hukum 
sangat berkaitan dengan keberadaan peraturan-peraturan maupun undang-
undang yang mengatur mengenai ketatanegaraan. Seiring berjalannya waktu 
produk peraturan perundang-undangan semakin beraneka ragam tema yang 
diatur. Berkenaan dengan kondisi negara yang terus berkembang menuntut 
berkembangnya juga suatu peraturan. Salah satu teori yang masih digunakan 
dalam konsep peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah asas lex 
superior derogat legi inferior atau yang lebih dikenal dengan istilah hierarki. 
                                                                 
1
 Azhari, Negara Hukum Indonesia (Jakarta: UI Press, 1995), 25. 
2
 Ibid., 143. 
 


































Dalam konsep ketatanegaraan di Indonesia peraturan yang kedudukannya 
lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berkedudukan 
lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan teori Stufenbau (stufentheory) yang 
dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa sistem hukum 
merupakan sistem anak tangga dan dibentuk berjenjang dimana setiap norma 
hukum yang lebih rendah harus berpedoman kepada norma hukum yang lebih 
tinggi dan norma yang tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang 
mendasar.3 
Teori Hans Kelsen ini kemudian dikembangan oleh muridnya yakni 
Hans Naviawsky yang disebut sebagai theorie von stufenufbau der 
rechtsordnung yang didalamnya menjelaskan mengenai susunan norma yaitu: 
1. Norma Fundamental Negara (staatsfundamentalnorm) 
2. Aturan Dasar Negara (staatsgrundgezetz) 
3. Undang-Undang Formal (formalgezetz) 
4. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (verordnung en autonome 
satzung). 
Teori inilah yang menjadi acuan dari pembentukan hierarki peraturan 
perundang-undangan di Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat 
1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan adalah sebagai berikut: 
1. UUD 1945  
2. Tap MPR  
                                                                 
3
 Haryanti D, ‚Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia 
Ditinjau Dari Teori Stufenbau‛, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2, No 2 (2015), 270-278. 
 


































3. Undang-Undang/Perpu  
4. Peraturan Pemerintah  
5. Peraturan Presiden  
6. Peraturan Daerah Provinsi  
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota  
Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diubah 
sebanyak 4 kali, namun masih mengandung permasalahan-permasalahan 
yuridis di dalamnya. Banyaknya aturan yang masih tumpang tindih dan 
ketidakjelasan mengenai kedudukan peraturan menteri, peraturan lembaga 
negara, dan peraturan desa, serta muatan peraturan presiden yang dianggap 
sama dengan peraturan pemerintah. 
Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan nyatanya tidak memberikan 
kejelasan mengenai kerancuan hierarki perundang-undangan di Indonesia. 
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah 
Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, 
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan 
undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. 
Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai 
 


































kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan.4 
Struktur organisasi ketatanegaraan yang besar menjadikan 
terdistribusinya wewenang dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan kedalam berbagai tingkatan dan lembaga. Hal ini akan 
menimbulkan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dapat 
membuka peluang adanya peraturan yang saling tumpang tindih dan saling 
bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal. Sepanjang 2018 
Mahkamah Agung telah menerima 77 permohonan hak uji materil.5 
Terkait dengan kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 A ayat (1) 
UUD 1945 yang mengatur terkait kewenangan Mahkamah Agung, yaitu 
berwenang menguji peraturan secara materiil terhadap peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya 
yang diberikan oleh undang-undang.  Berdasarkan pengaturan tersebut, maka 
pengujian terkait Peraturan Pemerintah, Perpres, Perda Prov dan Perda 
Kab/Kota seharusnya mutlak menjadi kewenangan Mahkamah Agung. 
Akan tetapi pada perkembangannya muncul kewenangan pembatalan 
peraturan daerah provinsi kepada menteri dalam negeri (mendagri) dan 
pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil 
                                                                 
4
 Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan. 
5
 Mahkamah Agung, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018  
(Jakarta: Tim Pokja Laporan Tahunan MARI, 2018), 92. 
 


































pemerintah pusat di daerah melalui Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Peraturan menteri tersebut 
merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah. Namun kewenangan tersebut dibatalkan dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 karena 
kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur selaku wakil pemerintah 
pusat dalam membatalkan Perda Provinsi, Pergub, Perda Kabupaten/Kota 
inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 18 ayat (6), Pasal 28D ayat 
(1), dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.6 Mahkamah konstitusi kembali 
memberikan wewenang pengujian peraturan daerah kepada Mahkamah 
Agung. 
Dengan dihilangkannnya kewenangan kemendagri dalam pembatalan 
peraturan daerah maka wewenang akan pengujian materi peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang kembali menjadi milik 
Mahkamah Agung yang sejatinya hal ini secara jelas telah tercantum pada 
pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan. 
Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-
Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya 
dilakukan oleh Mahkamah Agung. Maka telah jelas bahwa Mahkamah 
Agung adalah satu-satunya lembaga yang berhak melakukan uji materi 
peraturan perundangan di bawah undang-undang. Namun masih belum jelas 
                                                                 
6
 Putusan MK No.137/PUU-XIII/2015 Tentang Uji Materi UU 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah. 
 


































mengenai lembaga mana yang mempunyai wewenang pengujian materi 
perundang-undangan yang sejajar atau horizontal. Menyesuaikan dengan 
hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dinyatakan posisi 
atau letak peraturan perundangan-undangan lain sebagaimana disebutkan 
dalam pasal 8 ayat 1: 
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud 
Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, 
Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, 
Menteri, Badan Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk 
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-
Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Provinsi, 
Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.7 
 
Selama ini pengujian peraturan perudang-undangan selain yang 
tercantum di hierarki dilakukan oleh Mahkamah Agung. Namun pada 
tanggal 28 Desember 2017 Menteri Hukum dan HAM mengesahkan 
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata 
Cara Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan melalui Jalur 
Non Litigasi. Yang mana memberikan wewenang kepada Kementerian 
Hukum dan HAM melalui Direktur Jenderal Perundang-Undangan (Ditjen 
PP) untuk membentuk Tim yang bertugas melakukan penyelesaian sengketa 
di luar pengadilan. Sengketa yang dimaksud adalah konflik/pertentangan 
antar norma hukum, atau konflik kewenangan yang timbul karena 
                                                                 
7
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan. 
 


































berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.
8
 Melalui peraturan menteri 
ini ada beberapa hal yang perlu dicermati seperti: 
1. Kemenkumham mengambil kewenangan Mahkamah Konstitusi dan 
Mahkamah Agung dengan tidak membatasi jenis peraturan perundang-
undangan yang dapat di selesaikan sengketanya. 
2. Kemenkumham melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi dan 
Mahkamah Agung karena dapat menguji sengketa peraturan perundang-
undangan secara vertikal namun juga secara horizontal. 
3. Tidak dijelaskan mengenai upaya non litigasi yang digunakan dalam 
penyelesaian sengketa. 
Dengan kurangnya beberapa hal dan melalui pertimbangan-
pertimbangan lain Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 dicabut dan 
kemudian diganti dengan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang 
Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi.  
Dalam permenkumham yang baru ada beberapa hal yang telah 
diperbaiki dari permenkumham sebelumnya, yaitu: 
1. Peraturan perundang-undangan yang diuji dibatasi hanya untuk 
peraturan menteri, peraturan lembaga pemerintah non kementerian, 
peraturan dari lembaga nonstruktural dan peraturan perundang-
undangan di daerah.9  
                                                                 
8
 Ahmad Gelora Mahardika, ‚Ultra Vires Kewenangan Kemenkumham sebagai Pengadilan Non-
Litigasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia‛, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, Nomor 1 (Juni, 
2019), 16. 
9
 Pasal 2 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
 


































2. Mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi yang dipakai adalah 
mediasi.10 
3. Hasil mediasi dapat berupa dua hal yaitu kesepakatan (mediasi berhasil) 
atau rekomendasi (mediasi gagal).11 
Dalam hal ini apabila tidak dicapai kesepakatan dalam mediasi maka 
hanya akan menimbulkan rekomendasi yang mana rekomendasi tersebut 
hanya dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan peraturan 
perundangan selanjutnya. Hal ini berarti tidak ada penyelesaian yang didapat 
dari upaya mediasi atau dengan kata lain tidak ada kepastian hukum dalam 
upaya penyelesaian sengketa melalui kemenkumham. 
Sementara itu Kementerian Hukum dan HAM juga menerbitkan dua 
peraturan menteri mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan. 
Yakni Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 dan Permenkumham Nomor 
23 Tahun 2018 dimana dalam dua peraturan ini mengharuskan setiap 
rancangan peraturan menteri, peraturan lembaga pemerintah 
nonkementerian, peraturan lembaga nonstruktural dan peraturan perundang-
undangan di daerah untuk diharmonisasikan terlebih dahulu oleh perancang 
peraturan perundang-undangan dalam hal ini melalui Ditjen PP 
Kemenkumham. Maka seharusnya sudah tidak perlu dilakukan mekanisme 
penyelesaian sengketa perundang-undangan apabila setiap peraturan telah di 
harmonisasi  oleh kemenkumham melalui konsep executive review.  
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 Pasal 5 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
11
 Pasal 14 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
 


































Dalam konsep Hukum Tata Negara Islam pembahasan mengenai 
kewenangan Kementerian Hukum dan Ham dalam penyelesaian disharmoni 
peraturan dapat dikaji menggunakan perspektif fiqh siya>sah. Fiqh siya>sah 
merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal beserta ruang lingkup 
pengaturan urusan umat dan negara dengan berbagai bentuk hukum, 
peraturan hingga kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 
selaras dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan 
umat.12 
Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siya>sah antara lain 
membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, 
apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan 
kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan 
mempertanggungjawabkan kekuasaannya.13  
Dalam hal ini kewenangan menteri masuk dalam kajian siya>sah 
dustu>ri>yah. Siya>sah dustu>ri>yah adalah salah satu bidang ilmu siya>sah yang 
berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan 
batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan yang lazim 
bagi pelaksanaan urusan umat, ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu 
dan masyarakat, serta hubungan antara rakyat dan penguasanya.14 
Apabila dilihat dari sisi lain siya>sah dustu>ri>yah dibagi menjadi empat 
bidang, yaitu: 
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 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UINSA PRESS, 2014), 4-5. 
13
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media 
Pratama, 2007), 4. 
14
 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siya>sah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 40. 
 


































1. Bidang siya>sah tashri>’i>yah, termasuk dalam permasalahan ahl al-h{all wa 
al-‘aqdi, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, 
Undang-Undang Peraturan Pelaksana. 
2. Bidang siya>sah tanfi>>dhi>yah, termasuk dalamnya persoalan ima>mah, 
wiza>rah, ahl al-h{all wa al-‘aqdi. 
3. Bidang siya>sah  qad{a>i>>yah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
peradilan. 
4. Bidang siya>sah idari>yah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 
administratif dan kepegawaian. 
Lembaga kementerian dalam Islam atau dalam perspektif fiqh siya>sah 
dikenal dengan istilah wazi>r atau wiza>rah. Wazi>r merupakan pembantu 
kepala negara (khali>fah) dalam menjalankan tugas-tugasnya mengurus 
pemerintahan.  
Wazi>r dibagi menjadi dua macam yaitu, wazi>r tau>fi>dh dan wazi>r 
tanfi>dh. Wazi>r tau>fi>dh (wakil khalifa>h) merupakan menteri yang diserahi 
tugas mengatur negara dan dapat menetapkan kebijakan sendiri dengan 
berijtihad serta dapat mengangkat pejabat-pejabat yang diperlukan. 
Sedangkan wazi>r tanfi>dh (pembantu khalifa>h dalam bidang administrasi) 
merupakan jabatan menteri yang terbatas pada perintah dan kebijakan 
khalifa>h, tidak seperti wazi>r tau>fi>dh yang dapat membuat kebijakan sendiri, 
 


































tugas wazir tanfi>dh sebatas mengerjakan apa yang diperintahkan oleh 
khalifa>h.15 
Sementara itu dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang 
ditetapkan melalui Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 ialah melalui 
mediasi. Dalam islam juga telah dikenal istilah Tah{ki>m. Tah{ki>m merupakan 
salah satu bentuk penyelesaian sengketa tanpa melalui jalur pengadilan (non 
litigasi). Namun kedudukan Tah{ki>m lebih rendah daripada kedudukan 
peradilan. Karena dalam peradilan hakim berhak memeriksa saling gugat 
yang tidak dapat dilakukan oleh seorang muhakkam. Selain itu hukum yang 
telah ditetapkan dalam proses Tah{ki>m hanya berlaku pada orang yang 
menerima putusannya, sedang putusan hakim harus diterima oleh orang yang 
bersangkutan.16  
Tah{ki>m yakni berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang 
yang mereka sepakati dan setujui serta rela menerima keputusannya untuk 
menyelesaikan persengketaan mereka, berlindungnya dua pihak yang 
bersengketa kepada orang yang mereka tunjuk untuk memutuskan/ 
menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara mereka. 
Dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 
tentang tata cara penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan 
melalui jalur non litigasi yang kemudian diganti dengan Permenkumham 
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
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 Imam Al-Mawardi, Ah}ka>m Sult{ani>yah Sistem Pemerintahan Khalifa>h Islam (Jakarta: Qisthi 
Press, 2015), 48. 
16
 Jeje Abdul Rojak, Politik Kenegaraan dan Kepemimpinan Publik dalam Islam (Yogyakarta: 
LKiS, 2018), 56. 
 


































Perundang-Undangan Melalui Mediasi tetap tidak ditemukan kepastian 
hukum mengenai hasil dari mediasi yang dilakukan dalam rangka 
penyelesaian disharmoni peraturan perundangan. 
Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya sanksi kepada para pihak 
apabila tidak mematuhi hasil kesepakatan. Kemudian dalam pelaksanaannya 
apabila tidak ditemukan kata sepakat maka hanya akan menimbulkan 
rekomendasi yang akan disampaikan kepada presiden. Dengan demikian 
tidak ada kekuatan hukum mengikat dari hasil  penelitian. 
Sementara itu masih dipertanyakan kewenangan menteri hukum dan 
ham dalam kekuasaannya untuk menguji muatan peraturan perundang-
undangan. Karena sejatinya lembaga yang berhak melakukan pengujian 
adalah lembaga yudisial dalam hal ini ialah Mahkamah Konstitusi dan 
Mahkamah Agung yang keputusannya bersifat final dan mengikat. Sehingga 
berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik melakukan 
penelitian dan pembahasan melalui skripsi yang berjudul ‛Analisis Siya>sah 
Dustu>ri>yah Terhadap Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM 
Berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian 
Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi‛. 
 
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah merupakan penyajian terhadap kemungkinan-
kemungkinan beberapa cakupan yang dapat muncul dengan 
 


































mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang diduga 
sebagai masalah.17 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka 
penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya: 
a. Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan 
Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian 
Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui. 
b. Efektivitas Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan oleh 
Kementerian Hukum dan HAM. 
c. Keabsahan pembentukan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 
tentang penyelesaian disharmoni Peraturan Perundang-Undangan 
melalui mediasi. 
d. Upaya penyelesaian disharmoni Peraturan Perundang-Undangan 
melalui mediasi. 
e. Analisis siya>sah dustu>ri>yah terhadap kewenangan kemenkumham 
berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 tentang 
penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui 
mediasi. 
2. Batasan Masalah  
Agar penelitian ini lebih terfokus dan mendalam serta tidak 
menyimpang dari pembahasan, maka penulis memandang penelitian 
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 Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi 
(Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8. 
 


































yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh karena itu penulis 
memberi batasan masalah sebagai berikut: 
a. Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan 
Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian 
Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
b. Analisis Siya>sah Dustu>ri>>yah terhadap Kewenangan Kementerian 
Hukum dan HAM Berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 
2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-
Undangan Melalui Mediasi. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan 
Permenkuhman Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni 
Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi? 
2. Bagaimana Analisis Siya>sah Dustu>ri>yah terhadap Kewenangan 
Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan Permenkumham Nomor 2 
Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-
Undangan Melalui Mediasi? 
 
D. Kajian Pustaka  
Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang  penelitian 
terdahulu yang pernah dilakukan terkait permasalahan yang diteliti. Dengan 
 


































adanya penenelitian terdahulu membantu penulis mendapatkan gambaran 
topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis serta mempermudah 
pembaca melihat dan menilai perbedaan yang digunakan oleh penelitian lain 
dalam mengkaji permasalahan sehingga diharapkan tidak adanya 
pengulangan atau duplikasi materi secara mutlak dengan penelitian 
sebelumnya. 
Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian terkait 
Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya penyelesaian 
disharmoni Peraturan Perundangan antara lain: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Shevierra Danmadiyah (2019), dengan judul 
‚Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Dalam Penyelesaian 
Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi‛ 18 
penelitian ini membahas mengenai keabsahan pembentukan Peraturan 
Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelesaian 
Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi. 
Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai akibat hukum yang 
ditimbulkan dengan ditetapkannya peraturan menteri tersebut. 
Penelitian ini berbeda karena objek yang dikaji berbeda yakni 
Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017.  
2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Gelora Mahardika (2019), dengan judul 
‚Ultra Vires Kewenangan Kemenkumham Sebagai Pengadilan Non-
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 Shevierra Danmadiyah, ‚Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Dalam Penyelesaian 
Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Nonlitigasi‛ (Skripsi--Universitas 
Airlangga, Surabaya, 2019). 
 


































Litigasi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia‛19 penelitian ini 
membahas mengenai Kewenangan Menteri Hukum dan HAM yang 
dinilai ultra vires (melampaui kewenangan) dalam upaya penyelesaian 
sengketa peraturan perundang-undangan melalui jalur nonlitigasi sesuai 
dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017. 
Kewenangan ini juga dinilai melampaui kewenangan yang dimiliki 
oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai lembaga 
penguji undang-undang sesuai dengan pasal 21 UUD NRI 1945 dengan 
tidak membatasi peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan 
untuk dilakukan pengujian di Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian 
ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam 
hal objek kajiannya yakni Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017. 
3. Jurnal yang ditulis oleh Evi Hastuti, Fence Wantu, dan Lusiana 
Margareth Tijow dan diterbitkan pada Gorontalo Law Review (2020) 
dengan judul ‚Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan 
Melalui Mediasi‛20 penelitian ini membahas mengenai bentuk 
penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan dan implikasi 
mediasi dalam penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan 
sebagaimana tercantum pada Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 
                                                                 
19
 Ahmad Gelora Mahardika, ‚Ultra Vires Kewenangan Kemenkumham Sebagai Pengadilan Non-
Litigasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia‛..., 3. 
20
 Evi Hastuti, Fence Wantu dan Lusiana Margareth Tijow, ‚Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi‛, Gorontalo Law Review, Vol. 3, Nomor 2 (Oktober, 
2020). 
 


































Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan 
Melalui Mediasi. 
Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan 
penulis karena membahas mengenai bentuk penyelesaian yang 
digunakan dalam penyelesaian disharmoni peraturan perundang-
undangan bukan pada ranah kewenangan yang dimiliki oleh 
Kemenkumham. 
4. Jurnal yang ditulis oleh Vinchia Yohana Retta Nadeak (2020) dengan 
judul ‚Singkronisasi Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi Dikaitkan dengan Kewenangan 
judicial review Mahkamah Agung‛21 penelitian ini membahas mengenai 
Kewenangan penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan 
melalui mediasi yang dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh 
Mahkamah Agung. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan 
dilakukan penulis dalam hal objek kajiannya yakni mengenai 
singkronisasi kewenangan Kemenkumham dengan mekanisme judicial 
review Mahkamah Agung.  
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 Vinchia Yohana Retta Nadeak, ‚Singkronisasi Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 
2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi 
Dikaitkan Dengan Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung‛, JOM Fakultas Hukum 
Universitas Riau, Vol. VII, Edisi 1 Januari-Juni (Juni 2020). 
 


































5. Jurnal yang ditulis oleh Virginia Usfunan (2020) dengan judul 
‚Pengaturan Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan 
Menteri terhadap Undang-Undang‛ 22 penelitian ini membahas mengenai 
pengaturan penyelesaian konflik norma antara peraturan menteri 
terhadap undang-undang terkait diterbitkannya Permenkumham Nomor 
2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-
Undangan Melalui Mediasi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini 
berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dalam hal objek 
kajiannya yang meliputi pengaturan konflik norma antara peraturan 
menteri terhadap Undang-Undang. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berbeda dengan 
beberapa penelitian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 
yang berjudul ‚Analisis Siya>sah Dustu>ri>yah Terhadap Kewenangan 
Kementerian Hukum dan HAM Dalam Penyelesaian Disharmoni 
Peraturan Perundangan Menurut Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019‛. 
Penelitian ini lebih berfokus kepada kewenangan penyelesaian disharmoni 
peraturan perundang-undangan melalui medasi oleh menkumham dan 
ditinjau dari segi hukum Islam. 
 
E. Tujuan Penelitian  
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 Virginia Usfunan, ‚Pengaruran Tentang Penyelesaian Konflik Norma Antara Peraturan Menteri 
Terhadap Undang-Undang‛, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, Nomor 8 (2020). 
 


































Penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan sebagaimana 
rumusan masalah di atas. Sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan 
terperinci tujuan diadakanya penelitian ini, adapun tujuan tersebut antara 
lain: 
1. Mengetahui Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan 
Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian 
Disharmoni Peraturan Perundang - Undangan Melalui Mediasi. 
2. Mengetahui Analisis Siya>sah Dustu>ri>yah terhadap Kewenangan 
Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan Permenkumham Nomor 2 
Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-
Undangan Melalui Mediasi. 
 
F. Kegunaan Hasil Penelitian  
Dengan tujuan diadakanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kegunaan dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai 
berikut: 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih 
perkembangan keilmuan dan dapat dijadikan rujukan pengetahuan 
hukum khususnya dalam bidang hukum tata negara yakni tentang 
kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelesaian 
disharmoni peraturan perundangan melalui mediasi serta ditinjau dari 
segi ketatanegaraan islamnya. 
 


































2. Secara Praktis  
Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi 
masukan atau sumbangan pemikiran terhadap pemerintah khususnya 
Kementerian Hukum dan HAM untuk lebih mengoptimalkan upaya 
executive review melalui harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 
demi menghindari disharmoni Peraturan Perundang-Undangan yang 
dapat menimbulkan ketidakjelasan suatu peraturan di masyarakat. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul maka perlu 
kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan menguraikan 
pengertianya yakni sebagai berikut: 
1. Analisis Siya>sah Dustu>ri>yah 
Siya>sah dustu>ri>yah merupakan salah satu ruang lingkup fiqh 
siya>sah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk 
pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, 
batasan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, ketetapan hak-hak 
yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara rakyat 
dan penguasanya.23 Salah satu objek kajian siya>sah dustu>ri>yah yang 
membahas mengenai kementerian dikenal dengan istilah wazi>r atau 
wiza>rah  yang merupakan pembantu khali>fah dalam menjalankan tugas-
tugasnya mengurus pemerintahan. 
2. Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM 
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 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siya>sah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 40. 
 


































Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, 
kekuasaan berasal dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan 
yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan 
terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu 
bidang pemerintahan.24 
Dalam hal ini kewenangan yang dimiliki oleh kementerian hukum 
dan HAM adalah hak dan kekuasaan untuk menyelesaikan disharmoni 
peraturan perundang-undangan dengan membentuk tim yang bertugas 
melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui 
mediasi. 
3. Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan 
Disharmoni Peraturan Perundang-undangan adalah konflik 
/pertentangan antar norma hukum atau konflik kewenangan yang timbul 
karena berlakunya peraturan perundang-undangan.25 Peraturan 
Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma 
hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh 
lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.26 
Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud dalam 
Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 meliputi Peraturan Menteri, 
                                                                 
24
 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, t.t), 78. 
25
 Pasal 1 Nomor 2 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni 
Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
26
 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 1 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019  Tentang 
Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
 


































Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Peraturan dari 
Lembaga Nonstruktural dan Peraturan Perundang-undangan di daerah.27 
4. Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 
Merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada 
Kementerian Hukum dan HAM dalam menyelesaikan disharmoni 
peraturan perundangan melalui mediasi. 
5. Mediasi 
Mediasi adalah upaya penyelesaian yang dilakukan di luar 
pengadilan terhadap disharmoni peraturan perundang-undangan yang 
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.28 
 
H. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian 
Penelitian tentang ‚Analisis Siya>sah Dustu>ri>yah Terhadap 
Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam Penyelesaian 
Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Menurut Permenkumham 
Nomor 2 Tahun 2019‛. Merupakan penelitian hukum Normatif yang 
mana objek kajian dari penelitian ini meliputi norma atau kaidah dasar, 
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 Pasal 2 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
28
 Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 3 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019  Tentang 
Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
 


































asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum 
dan doktrin serta yurisprudensi.29 
2. Urgensi Penelitian 
Alasan penulis memilih penelitian mengenai Kewenangan 
Kemenkumham dalam upaya penyelesaian disharmoni peraturan 
perudang-undangan melalui mediasi adalah untuk mengkaji lebih lanjut 
mengenai mekanisme pengujian peraturan perundan-undangan di tingkat 
lembaga eksekutif (kementerian) serta kewenangan yang dimiliki oleh 
Kementerian Hukum dan Ham yang dinilai melampaui kewenangannya 
serta mengambil sebagian kewenangan lembaga uji materiil peraturan 
perundang-undangan sebelumnya yakni Mahkamah Agung dan 
Mahkamah Konstitusi. Bahwa penulis ingin memperjelas mengenai 
kedudukan eksekutif review di indonesia serta penelitian dilakukan 
dalam upaya mengkaji lebih dalam mengenai urgensi dibentuknya 
Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. 
3. Sumber Hukum 
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber hukum maka dalam 
hal ini sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini 
berupa bahan hukum primer dan sekunder.30 
a. Bahan hukum primer 
                                                                 
29
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2004), 119. 
30
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), 181. 
 


































B̀ahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif yang terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau 
risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain: 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
3) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Tata Cara 
Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui 
Jalur Nonlitigasi. 
4) Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian 
Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 
b. Bahan hukum sekunder  
Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen resmi serta bahan yang berasal dari 
literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dikaji 
dalam penelitian ini meliputi Buku-buku teks, Kamus Hukum, Jurnal-
jurnal hukum, Artikel, Internet. Adapun bahan sekunder dapat 
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan Hukum 
Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
 


































1) Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat 
dan Hukum Nasional, Depok, Kencana, 2009. 
2) A. H Djazuli, Fiqh Siya>sah, Jakarta, Prenadamedia Group, 2003. 
3) Ahmad Shoim El-Amin, Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam, 
Jurnal, Vol. 2, Nomor 2, 2015. 
4) Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review di Mahkamah Agung 
(Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan), 
Jakarta, Rajawali Press, 2009. 
5) Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung, Nusa 
Media, 2017. 
6) Nurul Qomar, Kewenangan Judicial Review di Mahkamah 
Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol.  1, Nomor 1, November, 2012. 
7) Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia, Bandung, 
Alumni, 1986. 
8) Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 
2018. 
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan (Library Research). Studi 
kepustakaan ialah suatu metode yang mana pengumpulan bahan-bahan 
hukumya diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang memiliki 
hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup 
permaslahan. Dalam hal ini penulis dalam mencari dan mengumpulkan 
 


































bahan kepustakaan berupa perundang-undangan, buku, hasil-hasil 
penelitian hukum, skripsi, makalah-makalah, surat kabar, artikel, 
majalah, jurnal-jurnal hukum maupun pendapat para sarjana hukum yang 
mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis bahas supaya dapat 
membantu penyelesaian penelitian ini.  
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Bahan hukum tentang Analisis Siya>sah Dustu>ri>yah Terhadap 
Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan 
Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian 
Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi yang telah 
dikumpulkan baik primer dan sekunder kemudian dianalisis 
menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan 
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-
undangan (Statute Approach) dilakukan dengan mengintervarisir 
peraturan perundang-undangan terkait dengan memperhatikan hierarki 
serta asas-asas yang berlaku. Sedangkan pendekatan konseptual 
(conceptual approach) dilakukan dalam upaya meneliti mengenai makna 
tertentu dalam suatu peraturan.31 
Data yang telah diperoleh kemudian disusun dengan menggunakan 
anilisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. 
Analisis kualitatif merupakan analisis yang bersifat mendeskripsikan 
                                                                 
31
 Ibid., 177. 
 


































data yang diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis selanjutnya 
diberi penafsiran serta kesimpulan.  
 
I. Sistematika Pembahasan  
Agar pembahasan skripsi ini dapat sistematis dan mudah dipahami 
dalam hal ini penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab I merupakan Pendahuluan, yang didalamnya memuat latar 
belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan 
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 
operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.  
Bab II merupakan landasan teori yang berisi Analisis umum tentang 
siya>sah dustu>ri>yah, yang didalamnya membahas pengertian siya>sah 
dustu>ri>yah, objek kajian siya>sah dustu>ri>yah, pengertian wazi>r, sejarah wazi>r, 
pembagian wazi>r, dan tugas wazi>r. Konsep tah{ki>m dalam hukum Islam dan 
Teori Kewenangan. 
Bab III merupakan data penelitian yang memuat tentang peraturan 
perundang-undangan tentang kewenangan Kementerian Hukum dan HAM 
dalam penyelesaian disharmoni peraturan perudangan serta pengkajian 
mekanisme penyelesaian disharmoni melalui mediasi menurut 
Permenkumham nomor 2 tahun 2019. 
 Bab IV merupakan analisis data yang memuat analisis kewenangan 
Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelesaian disharmoni peraturan 
perundang-undangan serta Analisis Siya>sah Dustu>ri>yah terhadap 
 


































kewenangan Kementerian Hukum dan HAM terhadap penyelesaian 
disharmoni peraturan perundangan menurut Permenkumham nomor 2 tahun 
2019. 
Bab V merupakan bab yang memuat kesimpulan dari semua 
pembahasan dalam penelitian sekaligus jawaban ringkas atas rumusan 
masalah yang ada dalam penelitian dan selanjutnya diakhiri dengan saran.
 

































BAB II  
KONSEP SIYA<SAH DUTU<RI<YAH,  KONSEP TAH{KI>M  DALAM ISLAM 
DAN TEORI KEWENANGAN  
 
A. Tinjauan Umum Siya>sah Dustu>ri>yah 
1. Pengertian Siya>sah Dustu>ri>yah 
Kata siya>sah dustu>ri>yah terdiri dari dua kata yakni siya>sah dan 
dustu>ri>yah. Kata siya>sah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur 
mengurus dan memerintah. Siya>sah dapat juga diartikan pemerintahan, 
pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan dan 
pengawasan.1 Siya>sah juga dapat dimaknai sebagai politik dan penetapan 
suatu bentuk kebijakan. 
Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, siya>sah berarti suatu tindakan yang 
dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh 
dari kerusakan, kendati Rasulullah tidak menetapkan dan Allah juga tidak 
menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Sedangkan menurut Husain Fauzy 
al-Najjar mendefinisikan siya>sah adalah pengaturan kepentingan dan 
pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat 
demi menjamin terciptanya kebaikan.2 
Kata siya>sah secara terminologi dimaknai berbeda oleh para ahli 
hukum Islam. Pertama, Ibnu Manzhur berpendapat bahwa siya>sah yakni 
mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Kedua, 
                                                                 
1
 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UINSA PRESS, 2014), 15. 
2
 Khamami Zada, Fiqh Siya>sah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam) (Surabaya: Erlangga, 
2008), 9. 
 


































Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siya>sah sebagai undang-
undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta  
mengatur berbagai hal. Ketiga, Abdurrahman menegaskan bahwa siya>sah 
yakni hukum dan peradilan, lembaga yang melaksanakan administrasi dan 
menjalin hubungan luar dengan negara lain. Dari berbagai pemikiran 
tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa siya>sah merupakan suatu konsep 
yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan yang bertujuan untuk 
mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.3 
Kata kedua ialah dustu>ri>yah yang berasal dari bahasa persia yakni 
dustur yang semula berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam 
bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini 
mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dustu>r  mengalami 
perkembangan menjadi asas dasar atau pembinaan dan secara istilah dapat 
diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan 
kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik 
yang tertulis (konstitusi) maupun yang tidak tertulis (konvensi).4 
Abu A’la al-Maududi berpendapat bahwa dustu>r berarti suatu 
dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan 
pengaturan suatu negara. Prinsip-prinsip pokok yang yang diletakkan 
dalam perumusan undang-undang dasar yakni jaminan atas hak asasi 
manusia setiap anggota masyarakat serta persamaan kedudukan semua 
orang dihadapan hukum (equality before the law) dengan tanpa membeda-
                                                                 
3
 Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011), 7. 
4
 Ibid., 22. 
 


































bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, ras, kelompok maupun 
agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tidak 
lain yakni demi kemaslahatan. 
Dapat disimpulkan bahwa kata dustu>ri>yah itu adalah suatu norma 
aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dapat dijadikan 
landasan utama dalam rujukan tata aturan ketatanegaraan agar sejalan 
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat. Dengan demikian 
kesemua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusi 
yang tercermin dalam nilai-nilai Islam baik mengenai akidah, akhlak, 
ibadah, muamalah, ataupun lainnya. 
Dari penjabaran dua kata tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwasanyah siya>sah dustu>ri>yah adalah siya>sah yang berhubungan dengan 
peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya 
yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan serta hak-hak yang 
wajib bagi masyarakat serta hubungan antara penguasa dan rakyat.5 
Dapat diartikan bahwa siya>sah dustu>ri>yah merupakan kajian 
terpenting dalam suatu negara, karena menyangkut hal-hal yang menjadi 
dasar dalam pembentukan peraturan ketatanegaraan yang dituntut oleh 
ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 
kemudian mengatur keharmonisan hubungan antar warga negara dengan 
kepala negara dalam memenuhi kebutuhan warga negaranya.6 
2. Objek Kajian Siya>sah Dustu>ri>yah 
                                                                 
5
 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siya>sah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 40. 
6
 A. Djazuli, Fiqh Siya>sah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 47. 
 


































Siya>sah dustu>ri>yah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 
kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan siya>sah dustu>ri>yah 
umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yakni dalil-dalil baik ayat-ayat al-
Quran maupun hadits dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur 
masyarakat yang akan tidak akan berubah seiring berkembangnya zaman. 
Karena dalil-dalil tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah 
masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan 
situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya adalah hasil ijtihad para ulama, 
meskipun tidak seluruhnya.7Adapun ruang lingkup kajian siya>sah 
dustu>ri>yah adalah: 
a. Siya>sah tashri>’i >yah 
Membahas mengenai kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan 
pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah 
siya>sah tashri>’i >yah digunakan untuk menunjukkan salah satu 
kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah 
kenegaraan yang meliputi persolan ahl al-h{all wa al-‘aqdi. Hubungan 
muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, 
peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan 
daerah.8 
b. Siya>sah tanfi>>dhi>yah 
                                                                 
7
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siya>sah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya Media 






































Membahas mengenai kekuasaan eksekutif yang Menurut al-
Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah u>lil 
amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifa>h. Dalam 
ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem 
presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan 
kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan 
pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-
undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu 
untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. 
Berdasarkan al-Qur̀an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan 
untuk mentaati u>lil amri atau pemimpin suatu negara dengan syarat 
bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta 
menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas siya>sah tanfi>>dhi>yah, adalah 
melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk 
mejabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah 
dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan 
baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang 
menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional).9 
c. Siya>sah qad{a>i>>yah 
Membahas mengenai kekuasaan yudikatif yang mempunyai 
hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan 
perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga 
                                                                 
9
 Ibid., 163. 
 


































terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan 
negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya 
undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam 
pokok materi konstitusi suatu negara.  
Tugas siya>sah qad{a>i>>yah adalah untuk mempertahankan hukum dan 
perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam 
sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wila>yah al-
h}isbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara 
pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), 
wila>yah al-qad{a>’ (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara 
sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wila>yah al-maz{a>li>m 
(lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat 
negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan 
politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat 
serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya 
adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-
undangan.10 
 
d. Siya>sah idari>yah 
Membahas mengenai persoalan administratif dan kepegawaian. 
Proses administrasi merupakan keseluruhan proses rangkaian 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan demi mencapai suatu tujuan yang 
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 Ridwan HR, Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Cet-1 (Yogyakarta: FH UII Press, 
2007), 273. 
 


































telah di tetapkan. Administrasi negara dalam syariat Islam bertujuan 
untuk melindungi harta, gama, jiwa, keturunan dan kehormatan melalui 
pendataan. Hal yang bersifat administratif ini dilaksanakan demi 
menghindari salah kaprah dalam segala hal keadministrasian di suatu 
negara. 
Para ahli hukum Islam memberikan pemikiran yang berbeda beda 
mengenai pembagian dalam pembahasan siya>sah dustu>ri>yah. Namun 
sejatinya semua yang dibahas dalam wilayah siya>sah dustu>ri>>yah selalu 
berkaitan dengan adanya aturan-aturan yang dibentuk oleh penguasa 
maupun mengenai pembagian kekuasaan, pembagian tugas dan 
pelaksanaan peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam 
pembentukan peraturan maupun kebijakan ini tidak terlepas dari 
sumber-sumber pembentukannya. Setiap aturan harus dibentuk 
berdasarkan dasar-dasar yang telah berlaku sebelumnya.   
Sumber siya>sah dustu>ri>yah yang pertama adalah Al-Qur’an yaitu 
ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan 
kemasyarakatan, dalil-dalil dan semangat ajaran al-qur’an. Yang kedua 
adalah hadits-hadits yang berhubungan dengan pemimpin dan kebijakan-
kebijakan Rasulullah saw. didalam menerapkan hukum di negeri arab. 
Yang ketiga adalah kebijakan-kebijakan  di dalam mengendalikan 
pemerintahan.  Meskipun mempunyai perbedaan dalam gaya 
 


































kepemimpinan tapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi 
kepada kemashlahatan rakyat.11 
3. Wazi>r 
a. Pengertianwazi>r 
Kata wiza>rah diambil dari kata al-wazi>r, yang berarti berat. Hal ini 
dikarenakan seorang wazi>r memiliki tugas yang berat. Kepadanya 
dilimpahkan sebagian kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintahan dan 
pelaksanaannya. Wazi>r merupakan nama suatu kementerian dalam 
sebuah negara atau kerajaan karena pejabat yang mengepalainya 
berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan 
rakyat, negara maupun kerajaan yang bersangkutan. 
Dasar hukum adanya wazi>r adalah firman Allah dalam Q.S Thaha 
ayat 29-31: 
َأَْمرِيَِفَََوَأْشرِْكوَََُأْزرِي،َِبوََِاْشُددَََْأِخي،ََأْىِلي،َىارُونَََِمنَََْوزِيرًاَِلَََواْجَعلَْ  
‚Dan jadikanlah untukku seorang wazir dari keluargaku, yaitu 
Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dia, dan 
jadikanlah dia sekutu dalam urusanku.‛ (At-Thaha: 29-32)12 
 
Berdasarkan ayat tersebut para ulama berpendapat apabila 
keberadaan wazi>r diperbolehkan dalam masalah kenabian maka akan 
lebih diperbolehkan keberadaannya dalam hal membantu urusan 
khalifa>h.13  
                                                                 
11
 Wirjono Prodjodikiro, Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik (Bandung: PT Eresco, 1971), 53. 
12
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2010), 312. 
13
 A. Djazuli, Fiqh Siya>sah…, 78. 
 


































Menurut Ibnu Khaldun wiza>rah (kementerian) merupakan lembaga 
tertinggi pemerintahan dan jabatan kekuasaan. Kata al-wiza>rah 
memberikan pengertian pertolongan secara mutlak. Sebab kata al-
wiza>rah dapat diambil dari kata al-mu’aza>rah yang berarti saling 
menolong atau membantu. Bisa juga diambil dari kata al-wiza>r yang 
berarti (berat), karena tugas yang dilimpahkan kepadanya merupakan 
tugas yang berat yang berkaitan dengan pemerintahan serta pemenuhan 
kebutuhan umat.14 
b. Sejarah wazi>r 
Istilah wazi>r ini belum dikenal pada masa Rasulullah dan sahabat, 
pada masa itu tidak ada pembagian dalam jabatan-jabatan kekuasaan 
seperti dalam hal pengumpulan pajak, pembelanjaan, dan administrasi. 
Hal ini dikarenakan bangsa arab saat itu masih hidup primitif, yakni 
tidak dapat membaca, menulis maupun berhitung. Dalam urusan 
administrasi, mereka mempekerjakan ahli kitab atau beberapa orang 
loyalis dari non-arab yang dapat membaca dan menulis itupun hanya 
sedikit.15 Namun dalam pelaksanaanya konsep wazi>r ini sejatinya telah 
dilaksanakan oleh Abu Bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan 
dan kenegaraan Nabi Muhammad saw. Abu Bakar merupakan sabahat 
yang sering dijadikan teman dalam musyawarah hingga memutuskan 
berbagai persoalan umat. Sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar 
                                                                 
14
Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, 
Terjemahan Masturi Irham, Cet-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 423. 
15
 Ibid., 424-425. 
 


































menggantikan kedudukan Rasulullah dengan menjadi khalifa>h bagi umat 
Islam. Sedangkan kedudukan wazi>r (pembantu khalifa>h) digantikan oleh 
Umar Bin Khattab yang kepadanya diserahkan urusan pengadilan.16 
Seiring berjalannya waktu pada masa kerajaan dengan kekuasaan 
yang semakin luas dan kuat, maka muncullah penasihat dan pembantu 
yang membicarakan tentang kabilah dan fanatisme, yang dinamakan al-
wazi>r (kementerian). Kementerian menempati posisi tertinggi dalam 
kelembagaan dan pemerintahan Bani Umayyah. Wazi>r bertugas 
melakukan pengawasan administratif secara umum dan menyeluruh, 
termasuk dalam perundingan, berbagai bentuk pertahanan dan 
perlindungan kerajaan dan agresi, pengawasan terhadap departemen 
pertahanan, pembagian gaji personel militer dan fungsi-fungsi lainnya. 
Pada masa Bani Abbasiyah istiah wazi>r mulai digunakan untuk 
lembaga kementrian negara. Wazi>r pertama yang diangkat oleh Abu al-
‘Abbas al-Saffah pada masa ini adalah Abu Salamah al-Khalla. Dia 
menjalankan tugas-tugasnya atas nama khalifa>h. Begitu luasnya 
kekuasaan Abu Salamah ini, sehingga ia berhak mengangkat dan 
memecat pegawai pemerintahan, kepala daerah (gubernur) dan hakim. 
Pada masa Harun Ar-Rasyid wazi>r yang terkenal adalah keluarga 
Barmaki. Harun mengangkat Yahya Ibn Khalid al-Barmaki sebagai 
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wazi>r negara dan setelah Yahya meninggal, posisinya digantikan oleh 
putranya Ja’far al-Barmaki.17 
c. Pembagian wazi>r 
Pemerintahan Bani Umayyah membagi kelembagaan wazi>r  dalam 
beberapa bidang. Diangkat seorang menteri dalam setiap bidang, 
sehingga ada menteri yang mengurus administrasi dna keuangan 
kerajaan, korespondensi (surat-menyurat), pengawas kejahatan, dan 
menteri pertahanan. Adapun untuk tugas penghubung antara para 
menteri dengan khalifa>h, maka ditunjuk satu orang yang melaporkan 
segala sesuatu kepada pemerintah secara langsung setiap saat. 
Kedudukannya pun lebih tinggi dibandingkan para menteri. 
Sedangkan pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah kementerian 
terbagi menjadi dua kelompok yakni wiza>rah al- tanfi>>dh (kementerian 
eksekutif), dimana penguasa mengontrol secara langsung berbagai 
problem yang ditanganinya dan wiza>rah al-taufi>dh (kementerian 
delegatif) dimana menteri melimpahkan mandat kepada penguasa untuk 
menjalankan tugas-tugas khalifa>h. Nama al-wiza>rah disematkan kepada 
orang yang dilantik khalifa>h dengan tugas khusus atau pembantu 
khusus.18 
Menurut Imam Mawardi konsep wiza>rah dibagi menjadi 2 yaitu 
wazi>r tau>fi>dh dan wazi>r tanfi>dh. Wazi>r tau>fi>dh merupakan pembantu 
khalifa>h dalam bidang pemerintahan, tugasnya adalah mengurusi dan 
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melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala 
negara dan bukan melaksanakan hal-hal yang bersifat administratif. 
Wazi>r tau>fi>dh juga dapat membuat keputusan-keputusan dengan 
ijtihadnya sendiri.19 Sedangkan wazi>r tanfidh merupakan menteri yang 
hanya dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan 
menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam. Berbeda dengan 
wazi>r taufi>dh, wazi>r tanfidh tidak boleh membuat keputusannya sendiri 
dan hanya menjalankan urusan dibidang administratif.20 
Karena wewenang yang berbeda maka berbeda pula syarat yang 
harus di penuhi bagi masing-masing jenis wazi>r, ada empat hal yang 
membedakan, yakni:21 
1) Status merdeka dijadikan syarat bagi wazi>r tau>fi>dh, sedangkan bagi 
wazi>r tanfidh tidak diberlakukan syarat merdeka. 
2) Syarat beragama Islam diwajibkan bagi wazi>r tau>fi>dh , sedangkan 
bagi wazi>r tanfidh tidak. 
3) Penguasaan akan hukum-hukum syari’at dijadikan syarat bagi wazi>r 
tau>fi>dh, sedangkan bagi wazi>r tanfidh tidak. 
4) Pengetahuan tentang masalah perang dan kharaj menjadi syarat bagi 
wazi>r tau>fi>dh , sedangkan bagi wazir tanfi>dh tidak. 
d. Tugas wazi>r 
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Dari pembagian wazi>r (pembantu khalifa>h) di atas, mengakibatkan 
perbedaan tugas wazi>r. Wazi>r tau>fi>dh mempunyai peran yang sangat 
besar. Oleh karena itu perlu dibedakan dengan kekuasaan imam, yaitu 
imam dapat menunjuk pengantinya, sedangkan wazi>r tau>fi>dh tidak dapat 
melakukanya. Imam dapat meletakkan jabatanya secara langsung kepada 
rakyatnya sedangkan, wazi>r tau>fi>dh tidak dapat. Imam dapat memecat 
orang-orang yang diangkat oeh wazi>r tau>fi>dh, dan wazi>r tau>fi>dh tidak 
dapat memecat orang-orang yang diangkat oleh imam.22 
Bagi wazi>r tanfidh tugasnya lebih terbatas pada melaksanakan apa 
yang telah di perintahkan oleh kepala negara, menjalankan instruksinya, 
mewujudkan keputusannya, memberitahukan pengangkatan gubernur, 
menyiapkan tentara, dan melaporkan kejadian-kejadian yang sedang 
berkembang. 
Ada empat hal yang menjadi wewenang wazi>r tau>fi>dh tapi tidak 
dimiliki oleh wazi>r tanfidh, yakni23: 
1) Dapat memutuskan hukum dan memeriksa pengaduan 
2) Dapat mengangkat pejabat dengan kebijakan sendiri 
3) Boleh secara independen memerintahkan tentara untuk bergerak ke 
medan perang dan mengatur strategi perang 
4) Boleh bertindak terhadap harta yang terdapat dalam baitul maal, baik 
untuk mengambil apa yang menjadi hakya maupun membayar 
kewajiban yang harus ditunaikan kepada baitul ma>l. Selain perbedaan 
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wewenang yang telah di sebutkan di atas, kedua jabatan wazi>r ini 
mempunyai hak-hak yang sama. 
 
B. Konsep Tah{ki>m  dalam Islam 
1. Pengertian Tah{ki>m 
Secara bahasa Tah{ki>m merupakan derivasi dari akar kata h{ukum yang 
memiliki arti dasar hukum. Setelah di derivasikan Tah{ki>m memiliki arti 
menjadikan seseorang sebagai juru hukum (h>{aka>m). Secara terminologi 
tah{ki>m dapat diartikan dengan bersandarnya dua orang yang bertikai 
(bersengketa) kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk 
menyelesaikan pertikaian mereka (para pihak).24 
Menurut Syekh Muhammed Irfat ad-Dasuki, tah{ki>m adalah proses 
pengambilan hukum yang dilakukan oleh pihak netral (h{aka>m) yang cakap 
hukum, muslim dan sudah dewasa, bukan sebagai kuasa , untuk memberi 
keputusan bagi para pihak yang bersengketa dalam hal sengketanya. 
Sementara menurut al-Mawardi, tah{ki>m diartikan dengan pengangkatan 
seorang h{aka>m dari kalangan rakyat biasa oleh dua pihak yang bersengketa 
untuk menyelesaikan sengketanya.25 
Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli 
hukum Islam dapat digarisbawahi bahwa tah{ki>m merupakan suatu metode 
atau bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) dengan 
cara menunjuk seorang h{a>ka>m/muh{a>ka>m yang telah disepakati oleh kedua 
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pihak. Kedudukan tah{ki>m lebih rendah daripada kedudukan peradilan. 
Karena hakim berhak memeriksa saling gugat yang tidak dapat dilakukan 
oleh muh{a>ka>m. Selain itu hukum yang dihasilkan dari tah{ki>m ini hanya 
mengikat para pihak yang mengajukan dan terbatas pada permasalahan 
yang disengketakan.26 
2. Dasar Hukum Tah{ki>m 
Dasar hukum bagi tah{ki>m ini, ialah firman Allah Swt: 
نَََْوَحَكًماََأْىِلوََِمِّنَََْحَكًماَبْ َعثُواَََْفا..َ. ُهَمآَاَللََُّي َُوفِّقََِِإْصَلًحاَيُرِْيَدآَِإنَََْأْىِلَهآَمِّ ن َ ...بَ ي ْ  
 
‚ ... Maka kirimlah seorang h{aka>m dari keluarga laki-laki dan seorang 
h{aka>m dari keluarga perempuan, jika kedua orang h{aka>m itu 
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik 
kepada suami isteri itu...‛ (QS An-Nisa’ [4]: 35)27 
 
Islam sangat menekankan perdamaian kepada siapapun yang 
berkonflik. Salah satu kebutuhan manusia yang diakui di semua tempat 
didunia adalah keadilan. Apabila keadilan kemudian dikukuhkan kedalam 
sebuah institusi yang bernama hukum, maka hukum itu harus mampu 
menjadi saluran agar keadilan dapat diselenggarakan secara seksama di 
tengah masyarakat. Dalam konteks ini tugas hakim yang paling berat 
adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut selain 
melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa 
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yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan pada tahap 
perdamaian.28 
Hukum tah{ki>m adalah diperbolehkan selama tidak menghalalkan 
perkara yang haram dan menghalalkan perkara yang haram sesuai dengan 
hadits Riwayat at Tirmidzi: 
ََقالََ َوسالم َعليو َهللا َصلى َهللا ََرُسْوَل ََأّن َهنع هللا يضر َزّّنِ
ُ
َامل ََعْوٍف َْبِن ََعْمرِو ََ:َعْن َبَ ْيَ ََجاِئٌز َاَلصُّْلُح (
ْسِلُمْوَنََعَلىَُشرُْوِطِهْمَِإالََشْرًطاََحرَّمَ
ُ
إالَُّصْلًحاََحرَّمََحاَلالََوَأَحّلََحرَاًما،ََوامل ,َ َوَاْلُمْسلِمْيَ َحاَلًاَ
ََوَصّحَحوَُ ِْمِذيُّ  َأَحّلََحرَاًما(ََرَواهَُالّتِّ
 
Dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda, 
‚Shulh (perdamaian) itu boleh dilakukan di antara kaum muslimin 
kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram. Dan kaum muslimin itu mengikuti syarat-syarat mereka, 
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan 
yang haram.‛ (HR. At-Tirmidzi dan dishahihkan)29 
 
Kemudian dalam hal penyelesaian konflik politik jalur mediasi juga 
sangat dianjurkan seperti dalam firman Allah Swt: 
َ لُْوا ت َ ت َ َاق ْ َاْلُمْؤِمِنْيَ َِمَن ِ َفٰتن ََطۤاىِٕ َقاتِلُواََوِاْن َف َ َااْلُْخرنى ََعَلى ىُهَما َِاْحدن َبَ َغْت
ْۢ
ََفِاْن ُهَمۚا ن َ َبَ ي ْ َفَاْصِلُحْوا
َۖ َاَللّنِ َاَْمِر َِاٰلنى َء ََتِفْيۤ ََحّتّن ْبِغْي َت َ ََوَاْقِسطُْواَۗ اّلِِتْ َِِبْلَعْدِل ُهَما ن َ َبَ ي ْ ََفَاْصِلُحْوا ََفۤاَءْت َ َفِاْن بُّ َُيُِ َ َاَللّن ِاّن
 اْلُمْقِسِطْيََ
 
‚Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat 
zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) 
yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada 
perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah 
Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan 
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berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku 
adil.‛ (QS Al-Hujurat: 9)30 
 
Ayat ini menjadi dasar penyelesaian sengketa politik secara damai. 
M. Quraish Shihab dalam tafsi>r al-misbah menyatakan bahwa ayat tersebut 
membicarakan perselisihan antara kaum muslimin yang disebabkan oleh isu 
yang tidak jelas kebenarannya. Apabila ada kemungkinan bagi dua 
kelompok untuk bertikai sekecil apapun maka hendaklah pihak ketiga yang 
memiliki kemampuan untuk mencegah pertikaian tersebut dan 
mengupayakan kesepakatan damai dari dua belah pihak sehingga pertikaian 
dapat dihindari.31 
3. H{aka>m  dan Syarat-Syarat Tah{ki>m 
Dalam proses tah{ki>m pastinya tidak dapat terlepas dari peran seorang 
h{aka>m/muh{aka>m yang telah ditunjuk oleh kedua pihak sebagai penengah 
sekaligus membantu dalam hal pembuatan kesepakatan antara para pihak. 
Sebagai seorang yang akan menyelesaikan suatu sengketa maka seorang 






                                                                 
30
 Departemen Agama RI..., 516. 
31
 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional  (Depok: 
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e. Mempunyai sifat layaknya hakim 
f. Mempunyai keahlian dalam hal sengketa yang akan diselesaikan 
g. Mampu berijtihad atas perkara yang dihadapi 
h. Keberadaannya harus disepakati para pihak 
Penentuan h{aka>m harus merupakan kesepakatan dan kerelaan dari 
dua belah pihak apabila salah satu pihak tidak setuju maka tah{ki>m tidak 
dapat dilaksanakan. Dan kerelaan ini harus tetap ada sampai proses 
pengambilan keputusan. Seorang h{aka>m dituntut untuk menguasai atau 
ahli dalam bidang sengketa yang akan diselesaikan sebab seorang h{aka>m 
harus mampu menemukan jalan tengah dari suatu sengketa serta 
memberikan kesepakatan yang adil bagi para pihak. 
Sementara itu syarat-syarat yang harus dicapai agar dapat terlaksana 
tah{ki>m dan agar keputusan yang dihasilkan dapat memiliki kekuatan 
hukum tetap menurut al-Mawardi ada empat syarat, yakni33: 
a. H{aka>m nya adalah orang yang memiliki kemampuan ijtihad atau 
menguasai sumber sengketa dengan segala aspeknya dan apabila syarat 
ini tidak terpenuhi maka keputusan yang dihasilkan batal demi hukum. 
b. Keberadaan h{aka>m harus disepakati para pihak secara sukarela, kerelaan 
ini harus terus ada sampai proses pengambilan keputusan. 
c. Perkara yang di sengketakan merupakan perkara tertentu. Kaitannya 
dengan hal ini, al-Mawardi menyebutkan ada perkara yang bisa di 
tah{ki>m kan yaitu hak-hak kebendaan, akad pertukaran, dan perkara yang 
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bisa dilaksanakan. Ada perkara yang tidak bisa di tah{ki>m kan yaitu 
perkara yang secara khusus hanya bisa diputuskan oleh al-qad{a>‘ (hakim 
peradilan formal) dengan paksa. Ada pula perkara yang masih 
diperdebatkan bisa dan tidaknya dimasukkan dalam objek tah{ki>m, yaitu 
nikah, li’an, qadhaf, dan qis{as{. 
d. Syarat yang terkait dengan mengikat atau tidaknya keputusan h{aka>m 
bagi para pihak.  
Dengan terpenuhi syarat-syarat di atas maka prose tah{ki>m bisa 
dilaksanakan dan keputusan dari h{aka>m dapat diakui dan mempunyai 
kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang bersengketa. 
4. Kekuatan Hukum Putusan Tah{ki>m 
Menurut Ahmad dan Abu Hanifah dan menurut suatu riwayat dari 
asy-syafi’i putusan yang diberikan oleh h{aka>m harus dijalani oleh orang 
yang bersangkutan. Tetapi menurut riwayat lain, hukum yang diberikan 
oleh h{aka>m itu tidak harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan kecuali 
kalau para pihak tersebut sama-sama mau melaksanakannya. Apabila 
seorang h{aka>m telah memberikan putusan kemudian mereka pergi lagi 
mengajukan perkaranya kepada h{aka>m lain, lalu h{aka>m yang lain ini 
memberikan keputusan pula tidak mengetahui adanya putusan yang 
pertama dan putusannya itu berlawanan dengan putusan yang pertama, 
maka apabila urusan tersebut diajukan kepada hakim, hendaklah hakim 
men tanfidh kan hukum yang sesuai dengan pendapatnya. Apabila suatu 
perkara telah diputuskan oleh h{aka>m, kemudian diajukan kepada hakim 
 


































maka hakim boleh membenarkan putusan h{aka>m tersebut apabila sesuai 
dengan madzhabnya. Begitu juga boleh dia membatalkan putusan tersebut 
apabila berlawanan dengan madzhabnya.34 
Para pihak dapat menarik selama h{aka>m belum memutuskan hukum. 
H{aka>m dipandang sebagai muqa>lid yang dituruti oleh kedua belah pihak. 
Muqa>lid ialah orang awam (tidak memiliki ilmu) yang ber-taklid atau 
mengikuti pendapat mujtahidin tanpa mengetahui sumber dan dalilnya dari 
al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan Qiyas. Dalam hal ini para pihak dapat 
pendapat h{aka>m sebelum dikeluarkannya putusan. Namun apabila h{aka>m 
telah mengambil keputusan maka putusannya itu berlaku dan tidak dapat 
dibatalkan lagi.35 
Seorang h{aka>m boleh mendengar keterangan saksi dan dapat pula 
memutuskan perkara dengan baik juga dengan ikrar karena keduanya 
merupakan hukum yang sesuai dengan syara’. Sementara itu ada beberapa 
hal yang membedakan putusan h{aka>m dengan hakim, yakni36: 
a. H{aka>m tidak boleh megeluarkan putusan yang terkait dengan orang 
yang pergi tanpa kabar, sementara putusan hakim bisa. 
b. Keberadaan h{aka>m harus disetujui eleh para pihak dengan sukarela, beda 
halnya dengan hakim. 
c. Menurut Abi Yusuf, putusan h{aka>m tidak boleh digantungkan pada 
perkara lain. 
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d. Tidak diperbolehkan tah{ki>m dalam hal hudud, qis{as{, dan di>yat al-
‘a>qilah. Sementara peradilan boleh menggelar perkara tersebut. 
Putusan yang dihasilkan dari proses tah{ki>m tidak bisa disamakan 
dengan putusan dari proses peradilan karena putusanH{akamselalu 
didasarkan pada kepentingan kedua belah pihak demi tercapainya putusan 
yang bersifat win-win solution yakni menimbulkan kepuasan bagi para 
pihak yang  bersengketa. Hal ini berbeda dengan keputusan peradilan yang 
harus didasarkan pada sumber hukum yang berlaku. Sehingga menuntut 
putusan yang adil dan dapat berlaku luas tidak hanya pada pihak yang 
berperkara. 
 
C. Teori Kewenangan 
1. Pengertian Kewenangan 
Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang berarti hal 
berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. 
Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan 
oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat 
hukum37. Menurut Ateng Syafrudin38 ada perbedaan antara pengertian 
kewenangan dengan wewenang, kewenangan (authority gezag) adalah apa 
yang disebut kekuasaan formal yang kekuasaannya diberikan oleh Undang-
Undang. Sedangkan wewenang (competence bevoegheid) hanya mengenai 
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 Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, 
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satu bagian tertentu saja dari kewenangan dalam artian siapa (subjek 
hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang maka ia yang 
berwenang untuk melakukan kewenangan tersebut. 
Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup 
wewenang pemerintahan yang tidak hanya meliputi wewenang membuat 
keputusan pemerintah (bestuur), tetapi juga meliputi wewenang dalam 
rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi 
wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 
Wewenang berbeda dengan kekuasaan meskipun dalam beberapa literatur 
kedua istilah ini sering disamakan. Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu 
aspek politik dan aspek hukum  sedangkan kewenangan hanya mempunyai 
aspek hukum saja karena bersumber dari konstitusi. 
2. Sumber Kewenangan 
Konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara berkaitan 
dengan asas legalitas yang menjadi pilar dan prinsip utama yang dijadikan 
dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap 
negara hukum terutama pada negara-negara yang menganut sistem eropa 
kontinental.39 Asas ini juga disamakan dengan kekuasaan undang-undang 
(de heerschappij van de wet). Dalam hukum administrasi negara asas ini 
bermakna dat bestuur aan wet is onderworpnen, yakni pemerintah tunduk 
kepada undang-undang. 
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Sejalan dengan prinsip negara hukum yakni asas legalitas wewenang 
pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam 
kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara memperoleh wewenang 
yakni melalui atribusi dan delegasi, serta mandat kadang-kadang 
ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.40 
Mengenai konsep atribusi, delegasi dan mandat J.G. Brouwer dan 
A.E. Schilder menyatakan bahwa41: 
a. With attribution, power is granted to an administrative authority by an 
independent legislative body. The power is initial (originair), which is to 
say that is not derived from a previously non sexistent powers and 
assigns them to an authority. 
b. Delegations is the transfer of an acquird attribution of power from one 
administrative authority to another, so that the delegate (the body that 
has acquired the power) can exercise power its own name. 
c. With mandate, there is no transfer,but the mandate giver (mandans) 
assigns power to the other body (mandataris) to make decisions or take 
action in its name. 
Menurut pendapat J.G. Brouwer dan A.E. Schilder di atas bahwa 
atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada lembaga atau 
institusi pemerintah oleh badan legislatif yang independen. Kewenangan 
ini asli dan bukan diambil dari kewenangan yang sebelumnya. Badan 
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legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan 
kewenangan sebelumnnya serta diberikan kepada lembaga/institusi yang 
berkompeten.42 
Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi 
dari suatu lembaga/institusi pemerintahan kepada organ lainnya sehingga 
delegator dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya sedangkan 
pada mandat, mandator hanya memberikan kewenangan kepada organ lain 
(mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan 
atas namanya.43 
Ada beberapa perbedaan mendasar anatara kewenangan yang 
bersumber dari atribusi dan delegasi. Pada atribusi kewenangan yang ada 
siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan 
asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran 
tetapi hanya dimungkinkan di bawah kondisi bahwa peraturan hukum 
menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. 
3. Asas-Asas Hukum 
Asas-asas hukum menurut  Paul Scholten adalah ‚tendensi-tendensi 
yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita‛. Sebagaimana 
dapat dipahami bahwa asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar 
yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum dan masing-masing 
dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan 
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hakim yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-
keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.44 
Menurut O. Notohamidjojo, fungsi asas dalam kaitan nya dengan 
hukum  bagi pembentuk undang-undang (legislator) adalah untuk menjadi 
fondasi atau dasar pembentukan undang-undang. Legislator perlu meneliti 
dasar pikiran dari asas hukum seraya dapat merumuskannya dalam 
pembentukan suatu undang-undang. Dalam ilmu hukum dikenal sebagai 
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. 
Sedangkan fungsi asas hukum bagi hakim yakni (i) ketika menerapkan 
hukum, asas-asas hukum berfungsi sebagai fondasi dalam menafsirkan 
pasal-pasal atau artikel-artikel yang tidak jelas; (ii) memberikan 
pertimbangan hukum untuk menjustifikasi amar putusannya; (iii) dalam hal 
penemuan hukum (rechtsvinding), hakim dapat memfungsikan asas-asas 
hukum untuk melakukan konstruksi hukum analogi.45 
Pada tatanan internal sistem hukum , asas-asas hukum merupakan 
bagian materiil dalam tata hukum positif, jenisnya dapat  dibagi menjadi 3 
kelompok yakni: 
a. Asas-asas hukum umum universal, prinsip atau asas yang bersifat 
aksiomatik yang diterima sebagai doktrin dalam dogmatika yakni 
prinsip yang tidak dapat dibantah. Beberapa asas umum universal yang 
telah dikenal luas diantaranya asas ius cogens, pacta sund servanda, 
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nebis in idem, nemo iudex in causa sua, non ultra petita, dan ex aequo et 
bono.46 
b. Asas-asas hukum umum nasional, asas-asas yang mendasari tata 
kehidupan suatu negara baik dalam kehidupan kenegaraanya maupun 
kehidupan kemasyarakatannya. Asas-asas nasional indonesia yang 
bersumber dan diderivasi dari pancasila yaitu asas manfaat, asas usaha 
bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas 
perikehidupan dalam keseimbangan, asas kesadaran hukum, Asas 
kepercayaan pada diri sendiri.47 
c. Asas-asas hukum khusus bidang sektoral, mencakup asas-asas hukum 
dalam bidang tertentu diantaranya dalam hukum tata negara, hukum 
pidana dan hukum perdata. 
Dalam hukum tata negara juga dikenal beberapa asas yang berkaitan 
dengan penyelenggaraan negara. Pengaturan mengenai aparatur negara dan 
keterbukaan yang harus diwujudkan dalam setiap tertib penyelenggaraan 
negara. 
4. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik 
Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) merupakan asas-asas 
yang ditujukan untuk penyelenggara negara secara keseluruhan untuk 
menghindari kesewenang-wenangan pemerintah dalam melaksanakan 
wewenangnya. Dengan diberikannya suatu wewenang kepada pemerintah 
dapat dimungkinkan pemerintah bertindak melalui inisiatif sendiri dan 
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menyeleweng dari undang-undang. Asas-asas ini dimunculkan agar menjadi 
pedoman bagi penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan fungsinya 
dalam melakukan perbuatan-perbuatan dan atau mengeluarkan keputusan-
keputusan. 
Pada mulanya asas-asas ini tidak termuat pada UU Nomor 5 Tahun 
1986 tentang PTUN namun asas-asas ini sejatinya telah digunakan dalam 
praktik pengadilan di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu dan 
perubahan politik Indonesia maka asas-asas ini kemudian dimuat dalam 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Pada Pasal 3 
tersebut disebutkan beberapa asas umum penyelenggara negara, yaitu: 
 
 
a. Asas kepastian hukum 
Asas Kepastian Hukum yakni asas yang mengutamakan landasan 
peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan dan keadilan dalam 
setiap kebijakan penyelenggara negara/penyelenggara pemerintahan48. 
Menurut Philipus M. Hadjon asas kepastian hukum memiliki dua aspek 
yakni aspek materiil dan aspek formil. Aspek materiil berhubungan erat 
dengan asas kepercayaan sedangkan aspek formil berhubungan dengan 
ketetapan yang muatan materinya memberatkan/menguntungkan pihak 
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tertentu. Maka suatu rumusan suatu peraturan harus disusun dengan 
kata-kata yang jelas dan tidak boleh multiftafsir.49 
b. Asas tertib penyelenggaraan negara 
Asas tertib penyelenggaraan negara merupakan asas yang 
menghendaki adanya keteraturan dan kesearahan antara pemerintah, 
swasta dan masyarakat. Ketiga komponen tersebut harus saling 
berkomunikasi secara timbal balik dalam menetapkan arah dan tujuan 
yang saling terkait. Campur tangan pemerintah hanya melalui 
kebijakan/perundangan untuk mendorong dan menciptakan suasana 
berperannya masyarakat, sehingga mampu memupuk kemandirian 
masyarakat. Prinsip ini menghindarkan bentrokan/pertentangan di antara 
kebijakan, baik antara kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing 
instansi pusat, antara pusat dan daerah maupun antar daerah mengingat 
setiap kebijakan pada pemerintahan tingkat bawah tidak boleh 
bertentangan dengan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi, terutama 
yang isinya berkaitan.50 
c. Asas kepentingan umum 
Asas kepentingan umum secara prinsipil merupakan asas yang 
menghendaki setiap keputusan yang menjadi perwujudan dari 
penyelenggaraan tugas pokok pejabat/instansi selalu mengutamakan 
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/golongan. Asas ini 
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University Press, 2011), 273-274. 
50
 Ibid., 70. 
 


































berkeudukan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan juga 
bagi aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat yakni harus 
mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara memahami dan 
menampung harapan serta keinginan masyarakat. Prinsip ini menuntut 
setiap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan pihak pemerintah 
selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan 
pribadi.51 
d. Asas keterbukaan 
Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak 
masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak 
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara/penyelenggara 
pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 
pribadi, golongan, dan rahasia negara. UU Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik memberikan pengertian bahwa setiap 
penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh 
informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.52 Asas keterbukaan juga 
memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan tanggapan 
dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, memberikan penilaian 
terhadap jalannya pemerintahan. 
e. Asas proporsionalitas 
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Asas proporsionalitas adalah asas yang melandasi atau mendasari 
pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya 
dalam seluruh proses kontraktual. Asas Proporsionalitas mengandaikan 
pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses 
hubungan kontraktual, baik pada fase pra kontraktual, pembentukan 
kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas ini sangat berorientasi pada 
konteks hubungan dan kepentingan para pihak.53 
Asas ini menghendaki adanya keseimbangan yang wajar dalam 
pemberian sanksi dalam keputusan kepada yang melakukan 
kesalahan/pelanggaran. Suatu sanksi hendaknya seimbang dengan 
kesalahan yang dilakukan. Prinsip ini menjamin perlindungan hukum 
terhadap pegawai dengan baik, adil, tidak berlebihan. Maka setiap 
aparatur harus memahami hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, 
memahami peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan 
tugas, fungsi, tanggung jawab bahkan kewajiban dan larangan yang 
tidak boleh dilanggar.54 
f. Asas profesionalitas 
Asas profesionalitas merupakan asas yang mengutamakan keahlian 
yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Suatu profesi harus dilakukan berdasarkan pada 
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nilai profesionalitas tertentu. Disamping itu setiap bagian dari anggota 
profesi dituntut untuk mengikuti kode etik profesi, standar profesi dan 
standar pelayanan yang ada. Setiap aparatur negara yang berperan 
sebagai pelayan masyarakat harus memiliki keahlian atau kemampuan 
yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaannya. Selain 
kompetensi yang dimiliki, aparat penyelenggaraan negara harus juga 
bekerja belandaskan kode etik seperti memiliki sikap dan perilaku 
tertentu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparat 
penyelenggaraan negara.55 
g. Asas akuntabilitas 
Asas akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan yang berlaku.56 Prinsip ini juga disebut 
sebagai prinsip tanggung gugat, menghendaki bahwa setiap pelaksanaan 
tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan 
harus dapat dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. 
Semua kegiatan dan hasil akhir suatu penyelenggaraan kenegaraan harus 
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dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara benar 
dan jujur dengan dukungan data/informasi yang lengkap.57 
Selain asas-asas yang tercantum dalam UU nomor 28 Tahun 1999 
dikenal juga Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang. Asas ini berkaitan 
dengan larangan bagi aparatur penyelenggaraan negara untuk tidak 
bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi 
wewenang pejabat/badan lain. Asas ini secara langsung diatur dalam UU 
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tepatnya pada 
pasal 17, 18, 19, dan 20. Keempat asas ini menjelaskan bahwa asas tidak 
menyalahgunakan wewenang memberikan kewajiban kepada setiap badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk:58 
a. Tidak melampaui wewenang yang diberikan, artinya dalam membuat 
keputusan badan/pejabat pemerintahan dilarang melampaui masa 
jabatan, dilarang bertentangan dengan batas wilayah berlakunya 
wewenang dan dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
b. Tidak mencampuradukkan wewenang, artinya setiap badan/pejabat 
pemerintahan dalam membuat keputusan dilarang menjalankan 
wewenang di luar cakupan bidang atau materi wewenang dan/atau 
bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. 
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c. Tidak bertindak sewenang-wenang, artinya setiap badan/pejabat 
pemerintahan dalam membuat keputusan dilarang tanpa dasar 
kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. 
Seiring berjalannya waktu asas-asas umum pemerintahan yang baik 
yang telah tercantum pada UU nomor 28 Tahun 1999 ini mulai diterapkan 
pada beberapa peraturan perundang-undangan yang lain seperti dalam UU 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan dalam UU Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah. 
 


































TINJAUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM 
PENYELESAIAN DISHARMONI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN 
BERDASARKAN PERMENKUMHAM NOMOR 2 TAHUN 2019  
 
A. Kementerian Hukum dan HAM 
1. Kedudukan Kemenkumham dalam Sistem Ketatanegaraan 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara, lembaga kementerian adalah perangkat pemerintah 
yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dan setiap 
kementerian membawahi urusan tertentu seperti yang tertera pada pasal 4 
ayat (2) UU Kementerian Negara sebagai berikut1: 
Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri atas: 
a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriaannya secara 
tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan 
singkronisasi program pemerintah. 
 
Kemudian urusan-urusan pada pasal 4 ayat (2) dijabarkan kembali 
pada pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut: 
Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri dan pertahanan, 
(1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, 
hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, 
ketenagakerjaan, industri, perdangan, pertambangan, energi, 
pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, 
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komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, 
kelautan, dan perikanan. 
(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(2) ayat c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, 
aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik 
negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu 
pengetahuan teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan 
menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, 
olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah 
tertinggal. 
 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk kedalam 
Kementerian kelompok II. Kedudukan dan tugas dari kementerian 
kelompok II adalah bertugas untuk menyelenggarakan urusan tertentu 
dalam suatu pemerintahan guna membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan yang telah disesuaikan dengan upaya 
pencapaian tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan 
nasional. Fungsi dari kementerian kelompok II, antara lain:  
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya 
b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 
jawabnya  
c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;  
d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 
kementerian di daerah;  
e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;  
f. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian; 
dan  
 


































g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur 
organisasi di lingkungan kementerian. 
Disamping itu, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-
undangan dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Presiden, Kementerian 
dapat menyelenggarakan fungsi yang menunjukkan karakteristik tugas dan 
fungsi masing-masing Kementerian. Kedudukan Kementerian Hukum dan 
HAM adalah di bawah presiden dan bertanggungjawab langsung kepada 
presiden seperti yang tercantum dalam pasal 1 Permenkumham Nomor 29 
Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia: 
(1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada presiden. 
(2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh 
Menteri. 
 
Dengan begitu kemenkumham dalam melaksanakan tugasnya harus 
bertanggungjawab langsung kepada presiden. Dalam hal koordinasi dan 
singkronisasi kemenkumham berada di bawah koordinasi dari Kementerian 
Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) 
yang bertugas melakukan singkronisasi dan koordinasi perencanaan, 
penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan 
keamanan. 
2. Tugas  dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM 
Kementerian Hukum dan HAM merupakan sebuah lembaga negara 
dalam hal ini adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan 
 


































pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia. Mengacu pada 
Perpres Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, ada beberapa tugas dan fungsi Kemenkumham seperti disebutkan 
dalam Pasal 2 dan 3 yakni: 
Pasal 2 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 
asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. 
Pasal 3 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, 
pemasyarakatan keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi 
manusia; 
b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 
jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan 
urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
f. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional; 
g. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia 
di bidang hukum dan hak asasi manusia; 
h. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang 
hukum dan hak asasi manusia; 
i. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; 
j. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan 
k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh 
unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. 
 
Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan berbagai fungsi di 
bidang perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, 
 


































keimigrasian, kekayaan intelektual dan hak asasi manusia. Pelaksanaan 
fungsi ini meliputi perumusan, penetapan dan pelaksanaan. Dalam hal 
perumusan Kementerian Hukum dan HAM secara intensif memberikan 
bimbingan mengenai prosedur serta aturan-aturan mengenai pembentukan 
suatu peraturan perundang-undangan juga megembangkan sumber daya 
manusia di bidang pembentukan hukum dan ham melalui sosialisasi dan 
penyuluhan. 
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian Hukum dan 
HAM membentuk instansi vertikal di daerah atau disebut Kantor Wilayah 
(Kanwil) yang berkedudukan di tiap Provinsi, yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Kantor Wilayah 
dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 
HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan 
fungsi tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam 
wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM 
dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 
3. Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM 
Kementerian Hukum dan HAM di pimpin oleh seorang Menteri. 
Masa jabatan menteri adalah 5 tahun sesuai periode jabatan presiden karena 
menteri merupakan pejabat negara yang diangkat oleh presiden. Namun 
menteri dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden apabila dianggap 
tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang menteri. Kementerian 
 


































Hukum dan HAM terdiri atas Sekretariat Jenderal, 6 Direktorat Jenderal, 
Inspektorat Jenderal, 3 Badan dan 5 Staf Ahli yakni: 
a. Sekretariat Jenderal 
b. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan 
c. Direktorat Jenderal dan Administrasi Umum 
d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
e. Direktorat Jenderal Imigrasi 
f. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
g. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 
h. Inspektorat Jenderal 
i. Badan Pembinaan Hukum Nasional 
j. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 
k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi 
Manusia 
l. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan 
m. Staf Ahli Bidang Ekonomi 
n. Staf Ahli Bidang Sosial 
o. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Negara 
p. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi dan Birokrasi 
Dalam kaitannya dengan upaya penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Peraturan 
Perundang-Undangan (Ditjen PP). 
 
 


































4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan (Ditjen PP) 
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah 
satu bagian dari Kementerian Hukum dan HAM yang melaksanakan fungsi 
perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan 
perundang-undangan atau lebih jelasnya tercantum dalam Permenkumham 
Nomor 24 tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkumham 
Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Hukum dan HAM Fungsi Ditjen PP sebagai berikut:  
a. Perumusan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, 
pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-
undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di 
daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan 
perancang peraturan perundang-undangan; 
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, 
pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-
undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di 
daerah sesuai dengan permintaan daerah, dan pembinaan 
perancang peraturan perundang-undangan; 
c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan, 
harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan 
perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-
undangan di daerah sesuai permintaan daerah, dan pembinaan 
perancang peraturan perundang-undangan;  
d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi 
peraturan perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan 
perundang-undangan di daerah sesuai dengan permintaan daerah, 
dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan;  
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan 
Perundang-undangan; dan  
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.  
 
Merujuk pada pasal di atas Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
Undangan (Ditjen PP) melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan 
peraturan perundang-undangan. Ditjen PP merumuskan kebijakan dalam 
 


































hal perancangan, harmonisasi, pengundangan (publikasi), litigasi peraturan 
perundang-undangan, fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan 
di daerah dengan disesuaikan dengan permintaan masing-masing daerah 
dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan. Tidak hanya 
terbatas pada proses pembentukan kebijakan, Ditjen PP juga melaksanakan 
kebijakan yang telah dibuat dan diterapkan mulai dari proses pembentukan 
hingga proses litigasi suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini juga 
diiringi pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan dan 
evaluasi di setiap kebijakan yang telah dilaksanakan. Selain itu Ditjen PP 
juga berfungsi melaksanakan tugas yang diberikan oleh menteri. 
Mengacu pada fungsi Ditjen PP yang telah ditetapkan dalam 
Permenkumham Nomor 24 Tahun 2018 di atas, ada beberapa kewenangan 
yang menimbulkan pro dan kontra yakni fungsi harmonisasi dan fungsi 
penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan. 
a. Kewenangan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 
Ditjen PP memiliki wewenang melakukan harmonisasi peraturan 
perundang-undangan dengan dikeluarkannya dua peraturan menteri 
yakni Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 Tentang 
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang 
dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan dan 
Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian 
Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Non 
 


































Kementerian, Rancangan Peraturan Lembaga Nonstruktural oleh 
perancang Peraturan Perundang-Undangan. 
Dengan dibentuknya permenkumham ini setiap rancangan 
peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah, peraturan 
menteri, peraturan lembaga non kementerian dan peraturan lembaga 
nonstruktural harus diharmonisasikan terlebih dahulu oleh perancang 
peraturan perundang-undangan diwilayah kementerian hukum dan ham 
yakni melalui jenderal peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan 
Pasal 7 ayat (1) Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 Tentang 
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang 
dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan: 
(1) Berdasarkan permohonan Pengharmonisasian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Kantor Wilayah menugaskan 
Perancang untuk melakukan Pengharmonisasian. 
 
Dalam pengharmonisasian peraturan daerah dilaksanakan oleh 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan 
pengharmonisasian rancangan peraturan daerah sedangkan untuk 
rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga non 
kementerian dan rancangan peraturan lembaga nonstruktural diajukan 
langsung kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan di 
pusat seperti tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Permenkumham Nomor 
23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan 
Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Non Kementerian, Rancangan 
 


































Peraturan Lembaga Nonstruktural oleh perancang Peraturan Perundang-
Undangan: 
(1) Berdasarkan permohonan Pengharmonisasian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal menugaskan 
Perancang untuk melakukan pengharmonisasian. 
 
Sebelumnya pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-
undangan dilakukan oleh perancang dilingkungan lembaga atau 
kementerian masing-masing. Namun semenjak dikeluarkannya 
Permenkumham Nomor 22 dan 23 Tahun 2018 ini, setiap peraturan 
perundang-undangan harus melalui tahap pengharmonisasian di 
lingkungan kementerian hukum dan HAM yang melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai salah satu 
syarat sebelum suatu peraturan diterbitkan. Hal ini dilakukan untuk 
meminimalisir terjadinya disharmoni peraturan perundang-undangan 
yang masih kerap kali terjadi. 
Hamonisasi yang dimaksud adalah proses penyelarasan substansi 
rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, Undang-
Undang Dasar NRI 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan serta teknik 
penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut.2 
Dengan pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah, 
rancangan peraturan menteri, rancangan peraturan lembaga non 
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 Pasal 4 ayat (1) Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan 
Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan 
Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan 
 


































kementerian dan rancangan peraturan lembaga nonstruktural merupakan 
bentuk pencegahan dari terjadinya masalah dalam pembentukan serta 
pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya 
adalah banyaknya regulasi (hyper-regulation), saling bertentangan 
(conlicting), tumpang tindih (overlapping), multitasir (multi-
interpretation), tidak taat asas (inconsistency), tidak efektif, 
menciptakan beban yang tidak perlu (unnecessary burden) dan 
menciptakan ekonomi budaya tinggi (high-cost economy).3 
b. Kewenangan penyelesaian disharmoni Peraturan Perundang-Undangan 
 
Dalam perkembangannya, selain memiliki wewenang harmonisasi 
Kementerian Hukum dan HAM memiliki wewenang dalam 
menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan dengan 
dikeluarkannya Permenkumham Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan melalui jalur non 
litigasi yang kemudian diubah dengan Permenkumham Nomor 2 Tahun 
2019 tentang pernyelesaian dishamoni peraturan perundang-undangan 
melalui mediasi. Dalam hal penyelesaian sengketa, Ditjen PP melalui 
Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan melakukan 
persiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan serta pemantauan 
kebijakan dibidang litigasi peraturan perundang-undangan dan 
                                                                 
3
 DAPP-Bappenas, Pemetaan Hasil Identifikasi Terhadap UU Sektor Yang Berpotensi 
Bermasalah, Yang disampaikan Pada Workshop Koordinasi Strategis Analisa Peraturan 
Perundang-Undangan, Jakarta, 5 Desember 2015. 
 


































penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan diluar pengadilan 
(non-litigasi). 
Sebelumnya kewenangan dalam pengujian Peraturan Perundang-
Undangan di bawah Undang-Undang adalah melalui Mahkamah Agung 
sesuai dengan Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 9 ayat (2) 
UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan selalu 
dilaksanakan melalui dua lembaga yudikatif negara yakni Mahkamah 
Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme judicial review. 
Kewenangan pengujian Peraturan Perundang-Undangan juga 
pernah diberikan kepada Lembaga Eksekutif dalam hal ini melalui 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemendagri dapat 
membatalkan Perda Provinsi jika dinilai bertentangan atau tidak sesuai 
dengan peraturan di atasnya. Kewenangan ini diberikan melalui UU 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Namun 
kewenangan ini kemudian dinyatakan inkonstusional oleh Mahkamah 
Konstitusi dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016. 
Kemudian kewenangan pengujian Peraturan Daerah dikembalikan 
kepada Mahkamah Agung. 
Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya 
penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi 
ini merupakan wewenang yang serupa dengan kewenangan yang dimiliki 
oleh Kementerian Dalam Negeri. Namun ada beberapa perbedaan dari 
 


































dua peraturan menteri tersebut dalam hal mekanisme pengujian suatu 
peraturan perundang-undangan seperti dalam hal jenis peraturan yang 
dapat diuji, mekanisme pengujiannya (metode yang dipakai), jangka 
waktu pelaksanaan pengujian, dan hasil yang didapatkan. 
 
B. Jenis Peraturan Perundang-Undangan 
Dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 tidak dibatasi mengenai 
jenis peraturan perundang-undangan yang dapat diselesaikan sengketanya 
melalui Kementerian Hukum dan HAM. Melalui Permenkumham tersebut 
Kementerian Hukum dan HAM dinilai mengambil kewenangan Mahkamah 
Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal ini berbeda dengan pengaturan terbaru 
Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 yang membatasi jenis peraturan 
perundang-undangan menjadi peraturan yang hanya dibentuk berdasarkan 
kewenangan pemerintah dan kewenangan badan/lembaga yang berada di 
bawah kekuasaan pemerintah yakni meliputi peraturan menteri, perturan 
lembaga non kementerian, lembaga nonstruktural, dan peraturan perundang-
undangan di daerah. 
1. Peraturan Menteri 
Dalam penjelasan pasal 8 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud 
dengan peraturan menteri ialah peraturan yang ditetapkan oleh menteri 
berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu 
dalam pemerintahan. Peraturan menteri dibentuk berdasarkan delegasi dari 
 


































undang-undang dengan kata lain peraturan menteri mengatur hal-hal yang 
bersifat teknis yang tidak dapat diatur secara mendetail dalam undang-
undang. 
Hadirnya peraturan menteri menjadi solusi untuk merespons 
perkembangan masyarakat dan perkembangan peradaban yang bergerak 
cepat dan dinamis. Peraturan menteri dapat diandalkan ketika ternyata 
untuk menyusun satu undang-undang dibutuhkan waktu yang panjang. 
Penyusunan peraturan menteri tidak seperti penyusunan undang-undang 
yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan DPR dan Presiden yang 
kerap kali membutuhkan waktu yang tidak singkat. 
Sepanjang penelusuran penulis mengenai jumlah peraturan menteri di 
Indonesia terdapat perbedaan antara jumlah peraturan menteri yang 
tercantum di beberapa website pemerintah, yakni ada 33.874 Peraturan 
Menteri pada website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Nasional4 sedangkan ada 15.334 Peraturan Menteri dalam Website 
Kementerian Hukum dan HAM RI. Jumlah Peraturan Menteri yang begitu 
banyak juga harus diimbangi dengan upaya harmonisasi yang teliti dan 
efektif agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu peraturan dengan 
peraturan yang lain. 
2. Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau selajutnya disebut 
LPNK adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu 
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 Aqdila Nispa, ‚Jumlah Peraturan Menteri‛, Dalam https://jdihn.go.id/, diakses pada 26 
Nopember 2020. 
 


































dari presiden. LPNK dibentuk dan bertanggungjawab kepada presiden 
dengan perantara menteri atau pejabat setingkat menteri. Dasar hukum 
pembentukan LPNK adalah Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah 
delapan kali yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002, 
Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002, Keputusan Presiden Nomor 30 
Tahun 2003, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004, Peraturan Presiden 
Nomor 11 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, 
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, dan Peraturan Presiden Nomor 
145 Tahun 2015. Dari keseluruhan perubahan tidak ada yang merubah 
konsep dasar Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang tetap mengacu 
pada pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2002: 
Lembaga Pemerintah non Departemen dalam Pemerintahan Negara 
Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini 
disebut LNPD adalah lembaga pemerintahan pusat yang dibentuk 
untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. 
 
Dengan begitu Lembaga Pemerintah Non Departemen  (LNPD) atau 
yang saat ini disebut Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LNPK) 
berkedudukan langsung di bawah Presiden dan tidak ada LNPK di daerah. 
Saat ini LNPK berjumlah 14 lembaga yakni5: 
a. Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
b. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) 
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 Pasal 3 Perpres Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Perpres Nomor 103 
Tahun 2001. 
 


































c. Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
d. Perpustakaan Nasional Indonesia (PERPUSNAS) 
e. Badan Standardisasi Nasional (BSN) 
f. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) 
g. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) 
h. Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG) 
i. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 
j. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN) 
k. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
l. Lembaga Ilmu Pengetahuan Negara (LIPI) 
m. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  (BPPT) 
n. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) 
LNPK bertanggungjawab langsung kepada presiden sedangkan dalam 
melaksanakan tugasnya masing-masing LNPK berkoordinasi dengan 
menteri yakni meliputi6: 
a. Menteri Pertahanan bagi LEMSANEG 
b. Menteri Kesehatan bagi BKKBN dan BPOM 
c. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bagi PERPUSNAS 
d. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi 
LAN, ANRI, BPN, dan BPKP. 
e. Menteri Riset dan Teknologi bagi BSN, BAPETEN, BATAN, LAPAN, 
LIPI, dan BPPT. 
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 Pasal 106 Perpres Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubaha Ketujuh Atas Perpres Nomor 103 
Tahun 2001. 
 


































Koordinasi ini dilakukan dalam hal perumusan kebijakan yang 
berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta penyelesaian 
permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan suatu kebijakan.7 
3. Peraturan Dari Lembaga Nonstruktural 
Lembaga Nonstruktural (disingkat LNS) merupakan institusi yang 
dibentuk karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat 
diwadahi dalam kelembagaan pemerintah dengan keunikan tertentu dan 
memiliki karakteristik tugas yang penting, unik, dan terintegrasi serta 
efektif.8 Hadirnya Lembaga Nonstruktural dalam sistem ketatanegaraan 
dipengaruhi oleh tiga hal. Pertama, kehadirannya sebagai respon 
perkembangan gagasan negara hukum. Kedua, lahirnya Lembaga 
Nonstruktural disebabkan karena keterlibatan pemerintah dalam lapangan 
kehidupan rakyat yang semakin luas telah menimbulkan masalah. Ketiga, 
faktor penyebab lahirnya Lembaga Nonstruktural adalah adanya fakta 
semakin pesatnya perkembangan ekonomi dunia dan perkembangan 
teknologi.9 
Secara umum Lembaga Nonstruktural adalah lembaga yang dibentuk 
melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang 
pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-
unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh 
                                                                 
7
 Pasal 106 Ayat (2) Perpres Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Perpres 
Nomor 103 Tahun 2001. 
8
 Evy Trisulo D, Kajian Kelembagaan Sekretariat Komisi Informasi (Jakarta Pusat: Komisi 
Informasi Pusat RI Graha PPI, 2015), 22. 
9
 Al-Faqih, Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya (Yogyakarta: CV Budi Utama,2016), 
18-21. 
 


































anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, namun dalam dinamika 
penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain 
yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga 
independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan 
tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya 
penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan 
juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia. 
Saat ini ada 104 LNS di Indonesia dengan klasifikasi pembentukan 
dan tugas yang berbeda-beda. Ada beberapa LNS yang telah dibubarkan 
melalui Perpres maupun Putusan MK dikarenakan berbagai alasan seperti 
telah di amanahkannya tugas dan fungsi LNS kepada kementerian/lembaga 
terkait dan sebagai upaya peningkatan efektivitas serta efisiensi 
pemerintahan negara. 
Dalam perkembangannya Lembaga Nonstruktural juga dapat 
mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya dalam 
lingkup tertentu. Saat ini ada sekitar 2.614 peraturan lembaga 
nonstruktural di Indonesia.10 
4. Peraturan Perundang-Undangan Di Daerah 
Peraturan Daerah merupakan suatu produk hukum yang berisi tindak 
lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, selain itu Peraturan 
Daerah juga berisi kekhasan dan kebutuhan lokal dalam kerangka otonomi. 
                                                                 
10
 Syaifudin Zuhry, ‚Jumlah Peraturan Lembaga Nonstruktural‛, dalam https://jdihn.go.id/,  
diakses pada 26 Nopember 2020. 
 


































Perda dibentuk oleh Kepala Daerah dan DPRD yang keduanya dipilih 
secara demokratis berdasarkan asas kedaulatan rakyat karena dibentuk oleh 
lembaga eksekutif dan legislatif. Secara formil pembentukan Perda adalah 
hasil manifestasi kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui Kepala Daerah 
dan DPRD setempat. 
Dalam pelaksanaan kewenangan mengurus kepentingan masyarakat 
maka kepala daerah bersama dengan DPRD menetapkan Peraturan Daerah. 
Perda ini merupakan pilar utama yang memayungi realisasi otonomi 
daerah. Perda memiliki karakteristik bersifat mengatur (regeling), 
khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, 
stakeholder lokal seperti dunia usaha. Perda bukan hanya mengatur 
kehidupan politik, sosial, dan budaya masyarakat, akan tetapi juga masalah 
ekonomi daerah. Oleh karena itu, perda menjadi instrument penting dalam 
meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah pada umumnya.11 
Peraturan Daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai 
hak dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah 
tangga daerah berasal dari dua sumber yaitu otonomi daerah dan tugas 
pembantuan (medebewind). Oleh karena itu Peraturan Daerah akan terdiri 
dari peraturan daerah di bidang otonomi yaitu peraturan daerah yang 
bersumber dari atribusi, sedangkan peraturan dibidang tugas pembantuan 
adalah peraturan daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.12 
                                                                 
11
 Sirajuddin, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah Sejarah, Asas, Kewenangan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Malang: Setara Press, 2016), 185. 
12
 Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945. 
 


































Wilayah pemerintah daerah dibagi menjadi pemerintah daerah 
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dan kota.13 Dalam pembentukan 
suatu peraturan daerah (perda) di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kepala 
Daerah Provinsi atau Gubernur bersama dengan DPRD Provinsi. 
Sedangkan untuk pembentukan peraturan daerah di tingkat 
Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota yakni 
Bupati/Walikota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota. Ada 34 provinsi, 
415 kabupaten, dan 98 kota di Indonesia. Sepanjang penelusuran penulis 
mengenai jumlah peraturan daerah terdapat perbedaan antara jumlah 
peraturan daerah yang tercantum di beberapa website pemerintah, yakni 
ada 190.652 Peraturan Daerah pada website Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum Nasional, sedangkan ada 15.975 Peraturan Daerah dalam 
Website Kementerian Hukum dan HAM RI. 
 
C. Teori Pengujian Peraturan Perundang-Undangan 
Istilah Hak Uji menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia adalah 
toetsing yang berarti pengujian atau penilaian. Pengujian yang dimaksud 
dalam hal ini adalah pengujian terhadap suatu hukum atau peraturan terhadap 
peraturan yang lebih tinggi. Istilah toetsingrecht adalah kependekan dari 
rechterlijk toetsingrecht yang artinya hak hakim untuk melakukan menguji 
atau meneliti apakah sebuah undang-undang bertentangan atau tidak dengan 
undang-undang dasar (grondwet). 
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 Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. 
 


































Menurut teori hukum, toetsingrecht dibagi menjadi 2 yakni hak menguji 
undang-undang secara formal (formele toetsingrecht) dan hak menguji 
undang-undang secara material (materiele toetsingrecht). Pengujian secara 
formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk undang-undang telah 
terbentuk melalui cara-cara (prosedur) yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan atau tidak. Sedangkan pengujian secara material adalah 
wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai suatu produk undang-
undang apakah isinya sesuai atau bertetangan dengan peraturan yang lebih 
tinggi tingkatannya dan apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende 
macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.14 
Menurut Jimly, hak atau kewenangan dalam pengujian suatu peraturan 
(toetsingrecht) apabila diberikan kepada hakim maka disebut judicial review, 
apabila diberikan kepada lembaga legislatif maka disebut legislative review 
dan apabila diberikan kepada lembaga eksekutif maka disebut executive 
review. 
1. Legislative Review 
Legislative review merupakah kewenangan pengujian suatu undang-
undang oleh lembaga legislatif atau pembentuk undang-undang. Legislative 
review seringkali disamakan dengan istilah political review karena 
peninjauan Undang-Undang dilakukan oleh lembaga legislatif yang 
merupakan poros kekuasaan politik. Legislative review dilakukan terhadap 
                                                                 
14
 Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 5-6. 
 


































peraturan perundang-undangan yang dibuat sendiri oleh lembaga legislatif 
maupun yang dibuat oleh lembaga eksekutif.15 
Lembaga legislatif merupakan lembaga yang memiliki original 
jurisdiction yakni dapat membuat peraturan baru. Sehingga dalam 
mekanisme legislative review suatu peraturan dapat dinyatakan tidak 
berlaku lagi dan lembaga legislatif dapat membuat suatu peraturan baru 
dalam waktu yang bersamaan. Hal ini berbeda dengan pengujian peraturan 
perundang-undangan  melalui mekanisme judicial review dimana lembaga 
yudisial tidak memiliki original jurisdiction sehingga tidak dapat 
membentuk suatu peraturan baru.16 
2. Executive Review 
Executive review merupakan suatu wewenang atau hak yang dimiliki 
oleh lembaga eksekutif untuk melakukan control terhadap suatu peraturan 
yang dibentuk oleh lembaga yang menjalankan fungsi bestuur. Badan-
badan yang secara langsung diberikan delegasi oleh undang-undang untuk 
melaksanakan suatu undang-undang dapat saja mengambil prakarsa untuk 
mengevaluasi dan apabila dibutuhkan dapat juga memprakarsai usaha 
untuk melakukan perbaikan atau perubahan atas suatu undang-undang. Dan 
apabila dalam upaya yang dilakukan berujung akan perubahan atau revisi 
suatu undang-undang maka lembaga eksekutif yang dimaksud juga dapat 
melakukan langkah-langkah tertentu sesuai dengan aturan yang telah 
                                                                 
15
 Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah (Jakarta: Sinar 
Grafika,2013), 186. 
16
 Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review Di Mahkamah Agung (Tiga Dekade Pengujian 
Peraturan Perundang-Undangan), (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 61. 
 


































ditentukan agar perubahan tersebut dapat dilakukan. Mekanisme seperti ini 
juga sering disebut sebagai upaya administrative control.17 
Executive review merupakan kewenangan bagi lembaga eksekutif 
untuk melakukan pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan 
dan dapat berujung pada pembatalan atau pencabutan suatu peraturan 
perundang-undangan apabila dipandang bertentangan dengan peraturan 
yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.18 
Mekanisme executive review ini pernah berlaku dalam pembatalan 
peraturan daerah melalui lembaga eksekutif dalam hal ini adalah melalui 
Kementerian Dalam Negeri. Namun berdasarkan putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 kewenangan ini kemudian 
dinyatakan tidak konstitusional dan kewenangan pengujian Peraturan 
Daerah diserahkan kembali kepada Mahkamah Agung selaku lembaga yang 
mempunyai kewenangan menguji peraturan secara materil terhadap 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sesuai pasal 24 A 
ayat (1). 
Seiring berjalannya waktu kewenangan executive review ini kembali 
muncul pada Kementerian Hukum dan HAM melalui Permenkumham 
Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. Kementerian Hukum dan HAM 
melalui Ditjen Peraturan Perundang-Undangan mempuyai wewenang untuk 
menyelesaikan diharmoni antara peraturan menteri, peraturan lembaga non 
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 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Nusa Media, 2017), 129. 
18
 Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah..., 187. 
 


































kementerian, lembaga nonstruktural dan peraturan di daerah. Mekanisme 
pengujian tidak dilakukan melalui jalur litigasi atau pengadilan namun 
dilaksanakan melalui jalur nonlitigasi dalam hal ini melalui mediasi.  
3. Judicial Review 
Judicial review merupakan sarana untuk melakukan penilaian atau 
pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 
secara hierarkis. Pengujian dilakukan oleh lembaga kehakiman terhadap 
produk hukum yang dibuat oleh legislatif dan dilaksanakan sebagai upaya 
pelaksanaan fungsi check and balances antara organ pelaksana kekuasaan 
negara. Menurut Qomar, judicial review adalah suatu pranata hukum yang 
memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman 
dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi untuk dapat 
melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan 
interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan 
penyelesaian yuridis.19 
Lingkup pengujian dari judicial review tidak hanya terbatas dalam 
pengujian peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup pengujian 
tindakan hukum penguasa baik tindakan diluar kewenangannya atau 
pejabat publik tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.20 
Kewenangan judicial review yang diberikan kepada Mahkamah 
Agung hanya terbatas pada kewenangan dalam pengujian materil terhadap 
                                                                 
19
 Nurul Qomar, ‚Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi‛, Jurnal Konstitusi Vol. 1 
No. 1 (November 2012), 2. 
20
 Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah..., 61. 
 


































peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Sedangkan 
kewenangan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi 
ditujukan terhadap pengujian undang-undang terhadap undang-undang 
dasar baik dari segi formil maupun materil atau yang biasa diistilahkan 
dengan pengujian konstitusionalisme.21 
 
D. Mekanisme Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundangan Melalui Mediasi 
 
Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Peraturan 
Perundang-Undangan selain memiliki kewenangan dalam pengharmonisasian 
peraturan perundang-undangan juga memiliki kewenangan dalam penyelesaian 
disharmoni peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini didasari dengan 
dikeluarkannya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian 
Sengketa Peraturan Perundang-Undangan melalui Jalur Nonlitigasi yang 
kemudian digantikan dengan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang 
Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan. 
Ada beberapa penyebab dicabutnya Permenkumham Nomor 32 Tahun 
2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui 
Jalur Nonlitigasi diantaranya: 
1. Kemenkumham mengambil kewenangan Mahkamah Konstitusi dan 
Mahkamah Agung dengan tidak membatasi jenis peraturan perundang-
undangan yang dapat di selesaikan sengketanya. 
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 Nurul Qomar, ‚Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi‛, Jurnal Konstitusi ..., 3. 
 


































2. Kemenkumham melampaui kewenangan Mahkamah Konstitusi dan 
Mahkamah Agung karena tidak hanya dapat menguji sengketa peraturan 
perundang-undangan secara vertikal namun juga secara horizontal. 
3. Tidak dijelaskan mengenai upaya non litigasi yang digunakan dalam 
penyelesaian sengketa. 
Dalam permenkumham yang baru ada beberapa hal yang telah diperbaiki 
dari permenkumham sebelumnya, yaitu: 
1. Peraturan perundang-undangan yang diuji dibatasi hanya untuk peraturan 
menteri, peraturan lembaga pemerintah nonkementerian, peraturan dari 
lembaga nonstruktural dan peraturan perundang-undangan di daerah.22  
2. Mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi yang dipakai adalah 
mediasi.23 
3. Hasil mediasi dapat berupa dua hal yaitu kesepakatan (mediasi berhasil) 
atau rekomendasi (mediasi gagal).24 
Dalam hal ini apabila tidak dicapai kesepakatan dalam mediasi maka 
hanya akan menimbulkan rekomendasi yang mana rekomendasi tersebut 
dipergunakan sebagai pertimbangan dalam program penyusunan peraturan 
menteri, peraturan lembaga non kementerian, peraturan dari lembaga 
nonstruktural dan peraturan perundang-undangan di daerah. 
                                                                 
22
 Pasal 2 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
23
 Pasal 5 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
24
 Pasal 14 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
 


































Sesuai dengan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang 
Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan melalui Mediasi, 
pada Pasal 3 dijelaskan mengenai siapa saja yang dapat mengajukan 
permohonan penyelesaian disharmoni yakni: 
a. orang perseorangan atau kelompok orang; 
b. badan/lembaga/kementerian/lembaga pemerintah non kementerian 
/pemerintahan daerah; dan/atau 
c. badan hukum publik/privat. 
a. Permohon telah memenuhi kriteria di atas kemudian dapat 
mengajukan identitas Pemohon; 
b. tempat tanggal lahir/umur; 
c. jenis peraturan perundang-undangan yang dimohonkan; 
d. uraian hal yang menjadi dasar permohonan; 
e. hal yang dimohonkan untuk diselesaikan; 
 
Permohonan penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan 
diajukan kepada menteri dengan tembusan kepada direktur jenderal peraturan 
perundang-undangan. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis berbahasa 
Indonesia dan berisikan identitas pemohon, jenis peraturan perundang-
undangan yang dimohonkan, uraian hal yang menjadi dasar permohonan serta 
hal yang dimohonkan untuk diselesaikan.25 
Permohonan yang telah diterima oleh menteri kemudian diperiksa 
kelengkapannya oleh Ditjen PP melalui tim pemeriksa yang telah ditunjuk 
sebelumnya. Apabila diterima dan lolos tahap pemeriksaan maka permohonan 
akan diregistrasi sedangkan jika tidak lolos maka akan dikembalikan dengan 
catatan perbaikan dari tim pemeriksa mengenai hal-hal yang kurang. 
Selanjutnya untuk permohonan yang telah diregistrasi akan diserahkan kepada 
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 Pasal 6 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
 


































Ditjen PP untuk kemudian ditetapkan susunan Majelis Pemeriksa, Tim Ahli 
dan Tim Pendukung Mediasi dengan surat keputusan. Dalam hal pemohon 
menarik kembali permohonan yang telah diregistrasi, petugas register 
menerbitkan surat pencabutan permohonan dan mengembalikan berkas 
permohonan kepada pemohon disertai surat keterangan penarikan kembali 
yang diserahkan kepada pihak terkait untuk diketahui.26 
Majelis Pemeriksa terdiri dari 5 orang yang terdiri atas 3 orang berasal 
dari lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan 2 orang berasal dari unsur 
akademisi. Dari 3 orang Majelis Pemeriksa dari lingkungan Kementerian 
Hukum dan HAM ditunjuk 1 orang untuk menjadi Ketua Majelis Pemeriksa 
dan penujukan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal.27 
Setelah dikeluarkannya surat keputusan Direktur Jenderal maka ketua 
majelis akan menentukan dan menetapkan jadwal mediasi dalam waktu paling 
lambat 7 hari sejak permohonan diregistrasi dan dapat diperpanjang sewaktu 
waktu karena alasan tertentu. Pemberitahuan jadwal mediasi dapat 
disampaikan oleh direktur jenderal secara langsung maupun melalui media 
elektronik dengan dibuktikan tanda terima oleh para pihak yang 
bersangkutan.28 
Ketentuan mengenai pelaksanaan mediasi telah diatur dalam pasal 12-13 
Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019. Mediasi dilakukan secara terbuka dan 
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 Pasal 8 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
27
 Pasal 9 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
28
 Pasal 10-11 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
 


































dipimpin oleh Majelis Pemeriksa. Mediasi dimulai dengan mendengarkan 
keterangan dari Pemohon dan Pihak Terkait kemudian mendengarkan 
pendapat hukum para Ahli. Selanjutnya akan dilakukan klarifikasi kepada para 
pihak oleh majelis dan berakhir pada kesimpulan dan pembacaan hasil 
mediasi. Hasil mediasi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Dalam hal 
pihak terkait yang telah diundang secara patut dengan tanpa alasan tidak hadir 
maka mediasi tetap dilaksanakan tanpa mendengarkan keterangan pihak 
terkait. Mediasi yang dilaksanakan tanpa dihadiri pihak terkait hanya dapat 
menghasilkan rekomendasi. Mediasi hanya dapat dilakukan maksimal 3 kali 
untuk setiap permohonan.29 
Setelah mediasi dilaksanakan ada dua kemungkinan hasil yang bisa 
didapatkan yakni kesepakatan para pihak atau rekomendasi. Kesepakatan akan 
diperoleh apabila suatu mediasi dikatakan berhasil dan menimbulkan 
kesepakatan yang saling menguntungkan para pihak. Sedangkan rekomendasi 
adalah hasil yang didapat apabila tidak dicapai kesepakatan dalam mediasi 
atau mediasi dikatakan gagal.30 
Apabila mediasi berhasil maka diperoleh kesepakatan para pihak dalam 
hal penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan yang telah 
diajukan. Kesepakatan para pihak ini dituangkan dalam berita acara 
kesepakatan yang ditandatangani para pihak di atas materai dan tidak 
terpisahkan dari berita acara pemeriksaan. Kesepakatan tersrbut berlaku bagi 
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 Pasal 12-13 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
30
 Pasal 14 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
 


































para pihak dan wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari 
kalender atau dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak yang 
bersangkutan.  Apabila para pihak tidak melaksanakan kesepakatan dalam 
jangka waktu yang telah ditentukan maka Majelis Pemeriksa memberikan 
pertimbangan kepada menteri untuk menyampaikan rekomendasi kepada 
presiden.31 
Dalam hal permohonan yang diajukan pokok permasalahannya adalah 
sama dengan permohonan yang telah diselesaikan dengan hasil akhir 
kesepakatan para pihak maka tidak dapat diajukan lagi upaya penyelesaian 
disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi kecuali para pihak 
yang telah mengajukan permohonan sebelumnya menyetujui dilakukan 
perubahan dalam kesepakatan yang telah didapat.32 
Dalam hal tidak dicapai kesepakatan dalam upaya penyelesaian 
disharmoni peraturan perundang-undangan melalui mediasi maka menteri 
akan menyusun rekomendasi berdasarkan laporan hasil mediasi. Rekomendasi 
disampaikan kepada para pihak untuk dilaksanakan paling lambat 60 hari 
kalender sejak diterimanya rekomendasi. Apabila rekomendasi tersebut tidak 
dilaksanakan maka rekomendasi disampaikan kepada presiden paling lambat 
30 hari setelah jangka waktu maksimal pelaksanaan rekomendasi berakhir. 
Rekomendasi digunakan sebagai pertimbangan dalam program penyusunan 
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 Pasal 15 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
32
 Pasal 16 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
 


































peraturan menteri, peraturan lembaga non kementerian, peraturan lembaga 
nonstruktural dan peraturan perundang-undangan di daerah.33 
Selain pelaksanaan penyelesaian disharmoni peraturan perundang-
undangan melalui mediasi yang didasarkan atas suatu permohonan yang 
diajukan oleh pihak-pihak terkait, menteri hukum dan hak asasi manusia juga 
dapat menugaskan direktur jenderal peraturan perundang-undangan untuk 
melakukan mediasi pemeriksaan terhadap peraturan perundang-undangan 
yang saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang dapat 
menyebabkan timbulnya disharmoni norma hukum, konflik kewenangan antar 
kementerian atau lembaga, menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan 
pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi 
nasional dan daerah. Hasil pemeriksaan ini disampaikan kepada Presiden 
beserta rekomendasi penyelesaian disharmoni peraturan.34
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 Pasal 17-18 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
34
 Pasal 19 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelesaian Disharmoni Peraturan 
Perundang-Undangan Melalui Mediasi. 
 


































ANALISIS SIYA<SAH DUSTU<RI<YAH  TERHADAP KEWENANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DALAM PENYELESAIAN DISHARMONI 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MELALUI MEDIASI 
 
A. Analisis Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Dalam Penyelesaian 
Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi  
 
Dikeluarkannya Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang 
Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi 
memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM cc Ditjen PP 
untuk melakukan upaya penyelesaian disharmoni suatu peraturan perundang-
undangan melalui jalur non litigasi (mediasi). Permenkumham ini didasarkan 
pada Pasal 265 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang menyebutkan bahwa: 
‚Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi peraturan 
perundang undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-
undangan di luar pengadilan sesuai dengan kebijakan teknis yang 
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.‛ 
 
Sebelumnya Direktorat Litigasi sebagai bagian dari Ditjen PP tidak 
memiliki kewenangan dalam hal penyelesaian sengketa peraturan perundang-
unangan di luar pengadilan. Kewenangan ini baru ditambahkan setelah 
dikelurkannya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian 
Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Non Litigasi. Dalam 
artian kewenangan penyelesaian sengketa perundang-undangan telah 
 


































dimunculkan terlebih dahulu sebelum ada aturan pembentuknya. Hal ini tentu 
tidak sejalan dengan ketentuan pasal 24 A ayat (1) UUD NRI 1945 jo Pasal 9 
ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang Undangan menyebutkan ‚Dalam hal suatu Peraturan Perundang-
undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-
Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.‛ Pasal tersebut 
secara jelas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk 
melakukan pengujian atas suatu peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang. 
Mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia pada 
pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan 
di bawah undang-undang yakni meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
serta Peraturan lain yang tidak tercantum dalam hierarki namun tetap 
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang pembentukannya di 
perintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan Dapat diajukan kepada Mahkamah Agung apabila dinilai 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Meski Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 telah membatasi jenis 
peraturan perundang-undangan yang dapat diselesaikan sengketanya melalui 
mediasi yakni hanya terbatas pada Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian, Peraturan Lembaga Nonstruktural dan 
 


































Peraturan di Daerah. Hal ini tetap bersinggungan dengan kewenangan yang 
dimiliki MA yang juga dapat menguji peraturan peraturan lain yang berada 
diluar hierarki namun tetap memiliki kekuatan hukum mengikat selama 
pembentukannya diperitahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi atau dibentuk dengan dasar kewenangan seperti peraturan yang 
ditetapkan oleh menteri, peraturan badan, lembaga, atau komisi yang 
setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas 
perintah Undang-Undang. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 
1. Peraturan Menteri, dibentuk berdasarkan Pasal 17 UUD NRI 1945 jo UU 
Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 
2. Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dibentuk berdasarkan 
Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedelapan atas Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, 
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPNK. 
3. Peraturan Lembaga Nonstruktural, dibentuk dengan berbagai jenis 
peraturan perundang-undangan, ada yang dibentuk dengan Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Keputusan 
Presiden. 
4. Peraturan di Daerah, dibentuk oleh pemerintah daerah dan masuk keadalam 
hierarki peraturan perundang-undangan. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ke empat peraturan 
perundang-undangan di atas dibentuk atas perintah suatu Undang-Undang 
 


































maupun Pemerintah melalui Undang-Undang. Hal ini kemudian sejalan 
dengan frasa ‚…badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk 
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, …‛1. 
Sehingga jelas bahwa kewenangan yang dimiliki oleh kemenkumham 
mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sehingga 
tidak dapat dibenarkan keberadaannya. Serta selama ini tidak ada teori yang 
memberikan dasar kewenangan yang dapat dimiliki oleh lembaga pemerintah 
untuk dapat menyelesaikan konflik norma antar peraturan perundang-
undangan baik secara vertikal maupun horizontal apalagi kewenangan untuk 
menyelesaikan konflik kewenangan yang timbul karena berlakunya suatu 
peraturan perundang-undangan. 
Pada pasal 5 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa 
peraturan yang dibentuk oleh kementerian/lembaga serta peraturan daerah 
yang bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan 
timbulnya disharmoni norma hukum, konflik kewenangan, menimbulkan 
ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat iklim 
investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah dapat diajukan 
permohonan penyelesaian dishamoni kepada Kemenkumham. Hal ini tentu 
saja tidak sesuai dengan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MK 
Nomor 56/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian UU Nomor 23 Tahun 2014 
yang menyatakan bahwa yang berhak menentukan tolak ukur suatu peraturan 
perundang-undangan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat dan pelaku 
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 Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan. 
 


































usaha serta menghambat iklim investasi, usaha, dan kegiatan ekonomi 
nasional dan daerah di Indonesia adalah lembaga yudikatif atau Mahkamah 
Agung dan bukan lembaga eksekutif dalam hal ini Kementerian Hukum dan 
HAM. 
Maka dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM tidak melaksanakan 
putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dengan 
adanya kewenangan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan 
melalui mediasi yang secara jelas kewenangan tersebut merupakan 
kewenangan dari lembaga yudikatif bukan lembaga eksekutif. 
Dalam kajian hukum admnistrasi negara dikenal adanya asas tidak 
menyalahgunakan wewenang.  Asas ini merupakan bagian dari asas umum 
pemerintahan yang baik yang diatur secara langsung dalam UU Nomor 30 
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pada pasal 18 ayat (3) 
menyebutkan Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak 
sewenang-wenang apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: 
1. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau 
2. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
Maka berdasarkan pengaturan tersebut kewenangan Kementerian 
Hukum dan HAM dalam upaya penyelesaian disharmoni peraturan perundang-
undangan melalui mediasi adalah tindakan yang sewenang-wenang mengingat 
dasar kewenangan yang dimiliki hanya bersumber dari Peraturan Menteri yang 
kedudukannya berada di bawah Undang-Undang. Kemudian kewenangan 
 


































tersebut juga bertentangan dengan Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 
Tentang Pengujian UU Nomor 23 Tahun 2014. 
Secara garis besar kewenangan yang dimiliki Kemenkumham 
merupakan bentuk pengulangan terhadap kewenangan yang dimiliki 
kemendagri dalam pembatalan perda provinsi yang mana keduanya sama-sama 
memiliki wewenang dalam hal pengujian suatu peraturan yang sejatinya 
kewenangan akan pengujiannya berada pada lembaga yudikatif yakni MA 
sebagaimana telah ditegaskan dalam UUD NRI 1945. Meski dalam hal 
pengujiannya dilakukan melalui mekanisme yang berbeda. Kemenkumham 
tidak melakukan pengujian secara langsung namun hanya menjadi perantara 
(mediator) bagi para pihak untuk mendapatkan kesepakatan atas disharmoni 
suatu peraturan perundang-undangan yang terjadi. 
Upaya penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan melalui 
mediasi oleh Kemenkumham memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 
dengan penyelesaian yang dilakukan melalui pengadilan (litigasi), yakni: 
1. Mediasi dilaksanakan secara terbuka dan dapat diikuti oleh siapapun. 
2. Proses yang cepat dan sederhana. 
3. Menerapkan win-win solution, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan 
bagi salah satu pihak. 
4. Tidak dipungut biaya. 
Tidak hanya memiliki kelebihan, mekanisme mediasi juga memiliki 
beberapa kekurangan diantaranya: 
 


































1. Apabila pihak terkait tidak hadir dalam mediasi, maka keputusan hanya 
berupa rekomendasi. 
2. Tidak ada sanksi bagi para pihak apabila tidak melaksanakan kesepakatan 
(tidak ada kepastian hukum).  
3. Rekomendasi hanya bersifat saran/masukan sehingga tidak dapat 
diwajibkan penggunaannya dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. 
4. Meski telah dicapai suatu kesepakatan masih memungkinkan terjadinya 
ketidakpuasan bagi pihak lain diluar mediasi. Sehingga masih 
dimungkinkan pengujian ulang melalui Mahkamah Agung (Judicial 
Review). 
Dilihat dari kelebihan dan kekurangan di atas penyelesaian disharmoni 
yang dilakukan melalui jalur mediasi selain dapat mempercepat upaya 
penyelesaian disharmoni peraturan perundang-undangan juga dapat 
menimbulkan masalah lain yang lebih kompleks dan dapat mengakibatkan 
ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat dikemudian hari. 
Apalagi jika hasil mediasi tidak dilaksanakan dan kedudukan hukum suatu 
peraturan tidak diubah sesuai dengan hasil kesepakatan. Maka jalan satu-
satunya untuk melakukan pengujian suatu peraturan perundang-undangan di 
bawah undang-undang adalah melalui lembaga yudikatif yakni Mahkamah 
Agung yang mana kewenangannya sudah jelas tercantum pada UUD NRI 
1945 dan keputusannya memberikan kepastian hukum dan wajib dalam hal 
pelaksanaannya. 
 


































Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan antar lembaga 
legislatif sebagai pembentuk undang-undang, lembaga eksekutif sebagai 
pelaksana undang-undang dan lembaga yudikatif sebagai pengawas 
pelaksanaan undang-undang. Demi menjamin masing-masing kekuasaan tidak 
melampaui batas ataupun mengambil alih kewenangan lembaga lain maka 
diperlukan sistem check and balances dimana masing-masing kekuasaan saling 
mengontrol, mengawasi dan mengimbangi satu sama lain untuk menghindari 
kekuasaan yang absolut pada satu kekuasaan. Konstitusi telah secara jelas 
memberikan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang kepada Mahkamah Agung, maka wewenang ini tidak dapat di 
diambil alih oleh lembaga negara lain yakni Kementerian Hukum dan HAM.  
 
B. Analisis Siya>sah Dustu>ri>yah Terhadap Kewenangan Kementerian Hukum dan  
HAM Dalam Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan  
Melalui Mediasi  
 
Kementerian merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang 
melaksanakan tugas pemerintahan tertentu yang diberikan oleh presiden dan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indonesia menganut 
sistem presidensial dimana kepala pemerintahan dan kepala negara hanya 
dipegang oleh Presiden sehingga kedudukan menteri hanya menjadi pembantu 
presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Menteri diangkat dan 
diberhentikan oleh presiden. 
Dalam kajian ketatanegaraan Islam konsep kementerian dikenal dengan 
konsep wiza>rah atau wazi>r. Seorang kepala negara dapat mengangkat 
 


































pembantu-pembantu dan menyerahkan sebagian kekuasaan yang ada padanya 
kepada para permbantunya dengan tujuan agar tugas-tugas khalifa>h yang 
cukup berat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama.2 
Menurut Imam Mawardi konsep wiza>rah dibagi menjadi 2 yaitu wazi>r tau>fidh 
dan wazi>r tanfi>dh. Wazi>r tau>fi>dh merupakan pembantu khalifa>h dalam bidang 
pemerintahan, tugasnya adalah mengurusi dan melaksanakan kebijakan-
kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala negara dan bukan melaksanakan 
hal-hal yang bersifat administratif. 
Wazi>r tau>fi>dh juga dapat membuat keputusan-keputusan dengan 
ijtihadnya sendiri.3 Sedangkan wazi>r tanfi>dh merupakan menteri yang hanya 
dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa 
yang telah diputuskan oleh imam. Berbeda dengan wazi>r tau>fi>dh, wazi>r 
tanfi>dh tidak boleh membuat keputusannya sendiri dan hanya menjalankan 
urusan dibidang administratif.4 
Konsep kementerian sebagai pembantu presiden di Indonesia dalam hal 
administratif dapat disejajarkan dengan konsep wazi>r tanfi>dh. Dimana dalam 
melaksanakan tugasnya menteri harus berpedoman pada peraturan perundang-
undangan atau ketentuan yang telah berlaku dan tidak dapat menetapkan 
keputusannya sendiri kecuali didasari ketentuan yang memberikan wewenang 
untuk membentuknya. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam al-Mawardi 
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 H. A. Djazuli, Fiqh Siya>sah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 80. 
3
 Al-Mawardi, Ahka>m Sulta>ni>yah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Jakarta: Qisthi Press, 
2014), 53. 
4
 Ibid., 56. 
 


































dalam bukunya mengenai perbedaan wewenang yang dimiliki wazi>r tau>fi>dh 
tapi tidak dimiliki oleh wazi>r tanfi>dh, yakni5: 
1. Dapat memutuskan hukum dan memeriksa pengaduan 
2. Dapat mengangkat pejabat dengan kebijakan sendiri 
3. Boleh secara independen memerintahkan tentara untuk bergerak ke medan 
perang dan mengatur strategi perang 
4. Boleh bertindak terhadap harta yang terdapat dalam baitul ma>l, baik untuk 
mengambil apa yang menjadi haknya maupun membayar kewajiban yang 
harus ditunaikan kepada baitul ma>l. 
Dari perbedaan wewenang di atas dapat diketahui bahwa wazi>r tanfi>dh 
tidak memiliki kewenangan dalam hal membuat keputusan atas suatu hukum. 
Kekuasaan ini menjadi wilayah tersendiri yang dikenal dengan istilah siya>sah 
qad{a>i>>yah yang meliputi hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan 
untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun 
pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan 
dengan negara seperti persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya 
undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok 
materi konstitusi suatu negara. 
Dalam kaitannya dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian 
Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 Tentang 
Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Mediasi 
adalah tidak sesuai dengan konsep wazi>r tanfi>dh yang sejatinya hanya 
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 Ibid., 53-54. 
 


































mengurusi hal-hal yang bersifat administratif dan tidak dapat melakukan 
pengujian terhadap suatu permasalahan hukum. Upaya pengujian hanya dapat 
dilakukan melalui lembaga yudidisial (siya>sah qad{a>i>>yah). 
Dalam hal mekanisme penyelesaian disharmoni yang digunakan yakni 
melalui mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa diluar 
pengadilan (non litigasi) yang melibatkan orang ketiga sebagai penengah dan 
mampu mencari jalan keluar atas suatu permasalahan. Dalam Islam konsep 
mediasi ini disamakan dengan tah{ki>m yang dapat diartikan dengan 
bersandarnya dua orang yang bertikai (bersengketa) kepada seseorang yang 
mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka (para 
pihak).6 
Suatu metode tah{ki>m tidak diterapkan dalam semua jenis masalah. al-
Mawardi menyebutkan ada perkara yang bisa di tah{ki>m kan yaitu hak-hak 
kebendaan, akad pertukaran. Ada perkara yang tidak bisa di tah{ki>m kan yaitu 
perkara yang secara khusus hanya bisa diputuskan oleh qa>d{i >’ (hakim peradilan 
formal) dengan paksa. Ada pula perkara yang masih diperdebatkan bisa dan 
tidaknya dimasukkan dalam objek tah{ki>m, yaitu nikah, li’an, qadhaf, dan 
qis{as{. 
Tah{ki>m dalam hal adanya disharmoni terhadap peraturan perundang-
undangan sejatinya adalah hal yang boleh dilakukan mengingat disharmoni 
bukan merupakan perkara pidana dan tidak berkaitan dengan pemberian 
hukuman atas suatu perkara. Namun dalam materi pengujian peraturan yang 
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 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 186. 
 


































dibentuk oleh kementerian/lembaga serta peraturan daerah yang bertentangan 
baik secara vertikal maupun horizontal yang menyebabkan timbulnya 
disharmoni norma hukum, konflik kewenangan, menimbulkan ketidakadilan 
bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menghambat iklim investasi, usaha, 
dan kegiatan ekonomi nasional dan daerah. Apabila dilakukan melalui 
mekanisme tah{ki>m hanya akan menimbulkan kesepakatan yang berlaku 
terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa dan kewajiban akan 
pelaksanannya pun tidak mengikat para pihak. Sehingga sangat dimungkinkan 
tidak dilaksanakan apabila para pihak tidak berkenan melaksanakannya. 
Suatu peraturan perundang-undangan adalah aturan yang bersifat 
regeling dan mengatur masyarakat secara umum. Sehingga apabila terjadi 
disharmoni maka pengujian melalui lembaga yudisial seperti Mahkamah 
Agung lebih disarankan karena dapat memberi kepastian hukum dan sifat 
putusannya wajib dilaksanakan. 
 





































Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan yakni 
sebagai berikut: 
1. Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya penyelesaian 
disharmoni peraturan perundang undangan melalui mediasi adalah 
bersinggungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung 
sebagaimana telah tercantum pada Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta tidak 
menghiraukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. 
Mekanisme penyelesaian melalui mediasi juga bukan pilihan yang tepat, 
karena produk peraturan perundang-undangan memiliki sifat regeling 
(mengatur) bagi masyarakat umum.  
2. Konsep kementerian sebagai pembantu presiden di Indonesia dalam hal 
administratif dapat disejajarkan dengan konsep wazi>r tanfi>dh. Kewenangan 
Kemenkumham dalam menyelesaikan disharmoni peraturan perundang-
undangan melalui mediasi adalah tidak sesuai dengan konsep wazi>r tanfi>dh 
yang sejatinya hanya mengurusi hal-hal yang bersifat administratif dan 
tidak dapat melakukan pengujian terhadap suatu permasalahan hukum. 
Upaya pengujian hanya dapat dilakukan melalui lembaga yudisial (siya>sah 
qad{a>i>>yah). 
 



































Berdasarkan kesimpulan di atas tanpa mengurangi rasa hormat pada 
pihak manapun, penulis memberi saran sebagai berikut: 
1. Pemerintah dapat memaksimalkan upaya executive preview dalam 
mekanisme harmonisasi untuk mencegah terjadinya disharmoni peraturan 
perundang-undangan, mengingat setiap peraturan yang akan disahkan harus 
melalui tahapan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dan 
apabila dilakukan secara efektif dan teliti maka potensi dishamoni suatu 
peraturan perundang-undangan dapat diperkecil. 
2. Pemerintah dapat melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan di 
masing-masing lembaga negara yakni mengurangi jumlah peraturan 
perundang-undangan yang tidak perlu atau bermasalah. Simplifikasi dapat 
dilakukan untuk mencegah overlapping (tumpang tindih) dan memangkas 
prosedur panjang yang bertele-tele. 
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